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Saya .menyatakan. dengan sebenar-benarnya. bahwa : sepanjang
pengetahuan saya,: dit dalam:naskah DISERTASIini tidak terdapat karya

ilmiah- yang 'pernah “diajukan oleh orang'lain-untuk 'memperoleh gelar
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akademik " di ‘'suatu Perguruan Tinggi, 'dan tidak terdapat karya atau
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pendapat yang. pernah ditulis atau .diterbitkan oleh orang lain, kecuali
yang' secara, tertulis-telah  dikutip dalam-naskah ini;, . dan -dicantumkan
sebagai sumber kutipan-dan daftar referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah-disertasi-ini dapat' dibuktikan
terdapat unsur-unsur. plagiasi, maka saya bersedia bertanggung jawab
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Disertasi
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saya | digugurkan; - serta; gelar -akademik - (Doktor) 'yang:rsaya - peroleh
dibatalkan.

Malang; 13 Januari 2012
Mahasiswa,
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RIWAYAT HIDUP

Farida-Fitriyah, - Lahir -di-Sala ‘pada-tanggal 13Juni- 1953, sebagai :anak
pertama 'dari tujuh bersaudara dari pasangan Muchammad ‘Alkatiri-dan-Alwiyah
Abdat. Pendidikan Dasar pada Madrasah' Ibtidaiyah NDM Surakarta lulus tahun
1966; SMP Islam Diponegoro Surakarta lulus tahun, 1969 ; SMA Muhamadiyah I
Surakarta lulus tahun:1972; Studi Strata I di-Fakultas' Hukum-Universitas Sebelas
Maret Surakarta lulus tahun:1984; Menjadi staf pengajar -di Fakultas' Hukum
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Universitas “Bengkulu- sejak ‘Maret 1985 sampai 'sekarang. - SebagaiPengajar
mata kuliah Hukum Perdata dan Hukum Agraria. Sebagai Dosen Teladan-III
Tingkat . Universitas -Tahun. 1991. Studi Strata 2 ;pada. Magister. Hukum  di
Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang lulus tahun-2004.-Studi Strata 3 pada
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Program 'Doktor Ilmu’ Hukum' di- Fakultas Hukum' Universitas 'Brawijaya, sampai

sekarang.

Malang, Januari- 2012

Penulis
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UCAPAN TERIMA KASIH

[

Dengan mengucapkan  syukur Alchamdulillah “penulis panjatkan atas
limpahan rachmad. dan karuniaNya, sehingga disertasi ini_dapat terselesaikan
dengan- baik. Penulis--menyadari bahwa, Disertasi -ini.dapat - selesai = berkat
keterlibatan: ' banyak  pihak “dalam ‘mendukung" penyelesaiannya baik ''secara
langsung ‘maupuntidak langsung, oleh karena itu pada kesempatan ‘ini penulis
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mengucapkan terima kasih yang tak terhingga .dan penghargaan setinggi-
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tingginya kepada.:

1. Prof.Dr. ~Muchamad - Munir,S.H:,  selaku | Promotor ' yang -berkenan
meluangkan waktunya dengan ‘penuh kesabaran; kearifan dan ketulusan
hati ‘memberikan ‘masukan dalam pembimbingan Disertasi ini sehingga
penulis dapat menyelesaikan pendidikan_Doktor dengan sebaik-baiknya.

Sekarang-beliau sedang, sakit, semoga cepat sembuh Prof.
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2. Prof.Dr..  ‘/Achmad' " /Sodiki,S.H.; - selaku Ko-Promator ' - yang - berkenan
meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan ‘dan 'mendorong
penulis, sampai penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini, di tengah
kesibukan. beliau. sebagai Wakil . Ketua -Mahkamah -Konstitusi . Republik
Indonesia.

3. Prof. Dr..T Nyoman'Nurjaya,S.H.,M.H., 'selaku- Ketua'Program’ Doktor Iimu
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Hukum' Fakultas 'Hukum Universitas Brawijaya, juga sebagai Ko-Promotor,
yang telah banyak meluangkan waktu dengan. penuh. kesabaran. dalam
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memberikan bimbingan, dan segala bantuan; masukan serta. pengarahan
kepada penulis sampai terselesainya Disertasi ini.

4.~ Prof.Dr. “Sudarsono,S.H:,M.S., “selaku - penguji * 'yang - telah = berkenan
memberikan _arahan, - tanggapan, motivasi, dan masukan - untuk

kesempurnaan penulisan Disertasi. ini.

5. | Prof.Dr.; Isrok; S.H.,M.S., yang telah berkenan:menguji, ‘memberikan
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motivasi dan masukan, pada penulis untuk kesempurnaan disertasi ini.
6. Dr.Jazim "~ Hamidi,S.H.,M.H., selaku " penguji 'yang " telah ~ berkenan
memberikan waktunya, arahan, tanggapan dan masukan serta motivasi

untuk kesempurnaan penulisan Disertasi- ini.
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7. ' Dr. -.Suhariningsih, . S.H.,S.U., -.selaku - penguiji. . yang - telah - berkenan

[

memberikan ~waktunya ~sebagai tempat' curhat penulis, “dan' banyak
memberikan ‘masukan 'yang berupa nasehat, tanggapan ‘dan motivasi
serta arahan untuk kesempuranaan penulisan Disertasi ini.

8. | Prof.Dr.Suko ~Wiyono,S.H.,M.H. selaku ..  penguji. tamu. yang . dengan
keiklasannya ‘meluangkan waktu di- sela-sela kesibukannya sebagai-guru
besar di' Universitas Airlangga; telah bersedia memberikan ‘masukan 'dan
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arahan’untuk kesempurnaan penulisan disertasi ini.
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Prof.Dr.. Muchsin, S.H. selaku. penguji tamu yang dengan. keiklasannya
meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya sebagai Hakim:Agung-pada
Mahkamah:: Agung ' Republik <Indonesia, yang telah' sempat 'menguji
Disertasi - penulis ' pada “ ujian' “tertutup. 'Sekarang -beliau'telah' wafat
mendahului kita semua, semoda amal ibadah beliau diterima Allah SWT

dan diampuni-segala kesalahannya.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

10. Rektor- dan 'seluruh ~sivitas -Akademika Universitas. Brawijaya untuk
kesempatan yang diberikan kepada penulis, untuk melanjutkan studi-pada
Program “Doktor IImu- Hukum, ‘Fakultas - Hukum - Universitas" Brawijaya
Malang.

11: Dekan.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr. Sihabudin S.H.,M.H, dan
Pembantu: Dekan I, 11, dan III, serta-segenap Civitas-Akademika Fakultas
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Hukum ' ‘Universitas' ' Brawijaya ~yang telah-memberikan' bantuan- dan

dukungannya untuk keberhasilan ‘studi penulis.
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12. Bapak. dan. ibu.dosen Program_Doktor Ilmu. Hukum Fakultas Hukum
Universitas: Brawijaya, -yang telah -dengan likhlas; -arif- dan- bijaksana
berkenan memberikan' wawasan dan-bekal ilmu'pengetahuan-yang 'sangat
berharga, selama penulis menempuh studi S3. Dan berkat jasa beliau-
beliaulah yang, sangat membantu penulis dalam penyelesaian. Disertasi ini.

13: Segenap pengelola dan karyawan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
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Universitas- Brawijaya, 'atas segala- bantuan dan dukungannya  untuk
keberhasilan studi penulis.

14, Rektor Universitas Bengkulu yang telah memberikan ijin dan kepercayaan
pada penulis .untuk  menjalani-tugas belajar, jpada. Program-Doktor IImu
Hukum: di Fakultas:Hukum Universitas Brawijaya.
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15. Dekan.. Fakultas. Hukum Universitas . Bengkulu . (PJS).. Bapak.  Andry

[

Haryanto,SH.,MH. 'Dan 'mantan-Dekan: Dr. Herlambang;S.H.,;M.H., “serta
semua rekan-rekan ‘dosen beserta segenap- civitas -akademika  Fakultas
Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan dukungan dan ‘doa
sehingga penulis. dapat. menyelesaikan studi pada. Program-Doktor IImu
Hukum, Fakultas-Hukum Universitas, Brawijaya.

16. Kedua“orang tua penulis-ayahanda Muchammad Alkatiri-(alm) dan ibunda
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Alwiyah ‘Abdat (almh), yang telah berjuang’ untuk ‘menyekolahkan dan
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mendidik putera-puterinya dengan segenap tenaga dan biaya serta penuh
kesabaran & kejujuran. Beliau berdua selalu menanamkan keimanan dan
kejujuran; serta-:memberikan doa dan motivasi bagi-penulis untuk dapat
menuntut ilmu “setinggi-tingginya, ‘karena menurut’ beliau ' Ilmu ~yang
disertai kejujuran dan keikhlasan, lebih berharga jika dibanding dengan

harta kekayaan dan kedudukan.
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17.Yang tercinta: suamiku -Dr.Drs.ec.Darmansyah;M:M.; dan ketiga  putera
putriku ‘tersayang/:' Fachrul Rony,SE ';  Dameria ‘Sukmawati, ‘Amd." 'dan
menantuku Dani- Darmawan,SE, 'juga cucuku Abyudaya ‘Adinata ; serta
putri bungsuku Nur Aini yang-saat ini. sedang menempuh Strata 1 pada
fakultas - hukum - Universitas Brawijaya . ini.: Dengan- penuh: pengertian,

kesabaran, dan ' pengorbanan; serta i yang ‘'telah '‘bersusah i payah
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membantu ~dan ‘memberikan semangat untuk penyelesaian Disertasi-ini.
18. Yang tersayang, adik-adik penulis'yakni : Kel.Adinda Rita Balgis;
Kel.Adinda H.Solahudin; Kel.Adinda Nur Turayah; Adinda Nur Suudiyah;
Kel.-adinda: H.Fredy Yusuf; Serta, Kel: adinda Nurul: Sobah; rYang telah
mendukung penulis'dengan doa dan 'dana, untuk-penyelesaian ' Disertasi
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ini.

19. Kakak-kakak ipar penulis: Kel.Sunaiti Roni; Kel.. Rosmanadewi Roni. Dan

adik-adik .ipar penulis-:Kel.Sulastri. Roni; Kel.Ernawati-Roni; Kel.M. Bastari
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Roni: dan-Kel.M. Iksan 'Roni. Yang telah: mendukung-dalam penyelesaian
disertasi ini.

20. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu pada saat
penulis . melakukan  penelitian, Ir. Djoko. Hendro.dan seluruh stafnya,
terutama-, -Surya . Ofiana,S.E. - Kasi ' -Penempatan- dan - pembekalan
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transmigrasi, 'yang, selalu-dengan. tulus ikhlas bersedia membantu penulis

[ RePOSITORY.UB.ACID |

dalam ‘memperoleh data-data yang  dibutuhkan demi selesainya disertasi
ini.

21. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara;
Kabupaten Bengkulu.Tengah-dan Kabupaten Seluma: beserta staf yang
tidak rdapat: disebutkan  satu ‘persatu. 'Yang! telah-memberikan; informasi
berharga bagi penulis.
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22. Kepala’ Kantor Wilayah “ Badan ‘Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu
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Elfahri Budiman,S.H.,M.Hum.,dan stafnya terutama Ahadiya,S.H., yang
selalu -dengan: tulus. .ikhlas siap. -membantu penulis. dalam memperoleh
data-data demi selesainya Disertasi: ini."Juga tidak lupa pada Kepala
Kantor- Pertanahan ' Kabupaten- Bengkulu Utara; - Kabupaten- Bengkulu
Tengah dan Kabupaten Seluma beserta staf.

23. Terakhir. bagi-. pihak-pihak yang. belum disebutkan.di atas:  baik. dari

| REPOSITORY.UB.AC.D |

keluarga -besar -penulis;; maupun sahabat-sahabat -penulis’ ;seangkatan
2004 ‘dalam menempuh S3 baik yang sudah'selesai' Doktor maupun-yang
belum, terima kasih~atas motivasinya dan  kerjasamanya selama -ini.
Hendaknya kita saling bantu membantu dalam ilmu dan kebaikan disertai
kejujuran, sekalipun kita berjauhan..Jauh di mata dekat: di-hati.
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Farida_ Fitriyah, Program Pascasarjana. Fakultas Hukum, Universitas
Brawijaya, angkatan 2004. Pengadaan Tanah Dan Sertifikasi Hak Atas Tanah
Untuk Transmigrasi. Promotor: Prof.Dr."Moch. ‘Munir,S.H., Ko-Promotor: Prof.Dr.
Achmad Sodiki,S:H., Ko-Promotor: Prof.Dr. I-Nyoman Nurjaya,S:H.,M:H.

Tanah- dalam-kehidupan: manusia,rmempunyai- arti 'yang -sangat. penting
yakni tempat berccocok tanam, bagi petani, tempat untuk.memakamkan manusia
jika ia meninggal dunia, tempat untuk berproduksi agar menghasilkan barang
dan jasa. Tanah juga merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan"aset
hukum, jika'tanah-yang dikuasai pemerintah mendapat gangguan dari pihak lain
harus _mendapatkan perlindungan hukum: Pemerintah  mempunyai kewenangan
untuk membuat kebijakan tentang ketransmigrasian, termasuk pengadaan tanah
dan sertifikasinya.

Tujuan penelitian disertasi ini untuk mengidentifikasi dan_menganalisis
sinkronisasi/harmonisasi' ' peraturan " “perundang-undangan ' ~dan’’ “peraturan
pelaksanaanya tentang: pengadaan tanah dan sertifikasi-hak' atas tanah untuk
transmigrasi, - baik. yang . masih; berlaku ~maupun' yang- pernah berlaku; dan
sekarang sudah tidak berlaku lagi /dicabut,

Penelitian ini. menggunakan penelitian Hukum ~Normatif, dengan
pendekatan perundang-undangan ; pendekatan sejarah; dan pendekatan filsafat.
Hasil Penelian :

Ketentuan, - hukum  pengadaan- tanah  untuk; transmigrasi: : kebijakan
pemerintah- pusat dan.pemerintah daerah. Berdasarkan Hak:Menguasai Negara
sebagaimana yang -diatur. dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Negara
(Pemerintah) “berwenang memberikan ‘tanah pada siapapun Warga Negara
Indonesia’ “termasuk ' “pada ' transmigran. '-‘Adapun ' - kewenangan- tersebut
dilimpahkan: ‘pada Gubernur, -Kepala Daerah/Provinsi:: tujuan ' transmigrasi,
berdasarkan .Otonomi: Daerah, dimana Gubernur-berhak menunjuk; menentukan
dan menyediakan tanah yang akan digunakan sebagai lokasi.transmigrasi, baik
yang berasal dari tanah negara maupun tanah hak adat/perorangan. ‘Tanah
Untuk Transmigrasi. Pelimpahan kewewenangan tersebut, ' berkaitan kerja ‘sama
antara Pemerintah Pusat' dan Pemerintah Daerah, diatur lebih rinci dalamPasal
11 UU No.32 tahun 2004 jo UU No.12 tahun-2008. tentang Pemerintahan Daerah.

Mekanisme.pengadaan tanah;untuk transmigrasi terhadap tanah. negara,
menurut . prosedurnya, jika tanah tersebut berupa hutan maka harus dilepaskan
dari ‘hak ‘pengusahaan ‘hutannya ' terlebih *dahulu.  ‘Sedangkan mekanisme
pengadaan’' tanah “untuk - transmigrasi’ - yang ‘berasal - dari ““tanah ' hak
adat/perorangan, - menurut ' prosedurnya - harus'  melalui ' pelepasan :atau
pembebasan. hak. atas tanah, dari pemiliknya yang sah. /. yang. menguasainya,
dengan memberikan- ganti- rugi yang layak, atau konpensasi atau rekognisi.
Kondisi riil di lapangan pengambilan tanah hak adat/perorangan dilakukan secara
tidak -'sesuai ~prosedur-yang - seharusnya’ / ‘'‘bertentangan- dengan - peraturan
perundangan yang-berlaku:

Sertifikasi-hak: atas tanah : bagi Transmigran Umum; asal mereka sabar
dan tekun menggarap tanahnya sampai menghasilkan, selama lebih.kurang 5-10
tahun mereka akan mendapatkan sertipikat cuma-cuma dari Menteri Dalam
Negeri ‘melalui ' Badan Pertanahan Nasional.” Bagi Transmigran Swakarsa selain
harus dengan-sabar ‘dan'tekun ‘menggarap tanahnya, juga harus mengurus dan
mengeluarkan: - biaya: - :sendiri  ~untuk - sertifikasi. | hak /- atas - tanahnya ~agar

X1

UNIVERSITAS

* BRAWIJAYA

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

<t
<
=
<
e
o

i~ UNIVERSITAS
‘;";,“:o

| REPOSITORY.UB.ACID |

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

4
(_'i




POSITORY.UB.ACID |

mendapatkan.sertipikatnya. Hambatan pada. proses sertifikasi- tanah terletak pada
hambatan finansial dan terjadinya peralihan hak atas tanah melalui jual beli (di
bawah tangan); pewarisan; hibah dan wakaf.

[

Rekomendasi:

Bagi- Pemerintah. Pusat -dalam.hal -ini, Menteri Dalam, Negeri, -melalui
Pemerintah Daerah Provinsi hendaknya segera. mengadakan pengukuran kembali
tanah-tanah transmigrasi yang bermasalah. Sehingga ada kepastian hukum atas
pemilikan tanah sengketa, menjadi jelas.

Bagi' 'Pemerintah "dan 'DPR, “hendaknya 'secepat ' mungkin ' melakukan
pembangunan; dan pembaharuan hukum yang lebih tegas dan cerdas  serta
inspiratif,. ..khususnya. . di  .bidang - Ketransmigrasian . , termasuk:: mekanisme
pengadaan tanahnya dan sertifikasi hak atas tanahnya.

Bagi' Pemerintah 'Daerah tujuan transmigrasi- pada umumnya, dan
Pemerintah-Daerah Provinsi-Bengkulu ‘pada’ khususnya.’ Sebaiknya-membangun
desa-desa’ transmigrasi-yang: masih tertinggal. dengan mengalinkan 'pola usaha
tani, (dari pertanian -tanaman. pangan..menuju, pertanian. tanaman: keras -yang
berorientasi. ekspor, -terutama bagi desa-desa transmigrasi yang tidak memiliki
irigasi tehnis.

Bagi- warga transmigran, hendaknya dapat-memanfaatkan-tanah “yang
telah . diberikan ' padanya 'dengan menggarap ‘tanah 'tersebut -secara 'sungguh-
sungguh . sehingga - dapat - -memetik- ~hasilnya, | dan - tidak; - meninggalkan/
mengalihkannya . pada. pihak. lain. Dan bagi. masyarakat adat/lokal . (peladang
berpindah), hendaknya bersabar menghadapi/ pendatang (transmigran) karena
mereka datang” bukan ‘karena kemauan sendiri tetapi ‘karena  program
pemerintah, dan-‘umumnya mereka dalam'keadaan kekurangan. Sebagai sesama
anak bangsa hendaknya dapat hidup berdampingan dengan rukun.
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SUMMARY

=

Farida_ Fitriyah, Postgraduate, Program of, Law_ Faculty .of Brawijaya
University, 2004 generation. Levying Of Land And Certification Of Land Right For
The Transmigration (Case Study In Bengkulu Province). Promotor: Prof.Dr. Moch.
Munir,S.H., Co. Promotor: Prof.Dr. Achmad Sodiki,S.H., Co. Promotor: : Prof.Dr. I
Nyoman, Nurjaya,S.-H:;M.H.

Land in human life.has very important meaning that .is where farmer.grow
crops for, places to bury people if he died, the places to produce in order to
produce good an. Land is also an economic asset and" asset law, ‘if theland"is
controlled by ‘the state ‘gets-interference from' other parties:should" obtain-legal
protection: The government-has the-outhority to make policy on transmigrati,
including land acquisition.and. certification.

The purpose .of this dissertation research for finding.-and analyzing the
regulation of legislation and the implementation of Levying of Land and
Certification ‘of Land-Right For The Transmigration, both for the one" wichbstill
going._on'and: also that had: been gone ‘and now _have not applicable again/
abstracted. This -research. use. . normative law -methodologies, with-approach -of
legislation, history and filsafat.

Result of research:

Arrangement law ' of “levying of ‘land for transmigration:” The policy “of
central 'government and 'local’ government.-Base 'on Rights of ‘owning 'State as
which 'arranged -in section 33 sentence  (3) UUD_ /1945, State (Government)
Authorize to .give land.to, whoever Indonesia; Citizen .including-transmigrant. . As
for the authorization is overflowed to the.Governor of Regional Leader of
Province that being the target-of transmigration, base on Autonomy Area, where
Governor is-entitled to appointing, determining-and providing land to be used as
transmigration: location, ' both: for land:that:coming fromgovernment and: also
land | that...own - by - custom/individual. .. Base | on . local . Regent. leader
recommendation, Governor publish SK Reserve of land for the transmigration.
That overflows of Authority, about cooperation between Central Government and
Local -Government,‘arranged ‘more detailed-in Section 11 'UU No:32 year 2004.

The mecanisme of levying of land for transmigration to government-land,
according torits procedure if-the land is in the form of forest hence have to be
discharged from .its forest rights beforehand. While the mechanism-of levying .of
land for transmigration that coming from custom/individual land rights, according
to its procedure “have to pass through release or Liberation of land right ‘of its
valid owner’/ ‘who owning it, by giving ‘competent indemnity, or compensation or
recognition.: The real-condition’in the field that intake of custom/individual:land
rights ' conducted. -without . procedure; - which -do. not:. fulfill::\what: have: -been
arranged in UU. now.

Certification of "land right : to Common Transmigrant, if they ‘are
assiduous and’ patient working on the'land’ until 'its produce, during-more or less
5-10 year they will get free certificate [from Ministry: of Home “Affairs through
National ; of. .Land- body. . And , for swakarsa: Transmigrant  besides -having  to
patiently. and assiduously working on-the land, also has to. manage and release
expense on their own for the certification of its land right so that they can get
their certificate. The obstacle to this process of 'land certification lay in"financial
and the''switchover of land right through sales (illegal); endowment; donation
and communal ownership.
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Recommendation:

To Central Government in this case Ministry, of Home Affairs, Through
Local = Government —of Province should immediately " perform a another
measurement -of transmigration-land that having a ‘problem. So that there be-a
certain law of -ownership' of disputed land, and becoming clear.

To -Government and, of DPR;.-as-soon  as: possible  should  conduct
development. and. renewal of more smart and coherent and also. inspiriting. law,
especially in Transmigration area including procedure of levying of land and land
right certification.

To' ‘Local-Government ‘that targeted to'transmigrationin ‘general,' and
especially ' to- Local “Government of -Bengkulu province: - Better- to develop
transmigration. villages.which still drop behind: by transferring farming. pattern, of
agriculture of food crop to agriculture of hard crop which exporting oriented,
especially to transmigration villages which do not have irrigation technique.

For ‘thecitizens ‘of ‘transmigrants, should be-able ‘to utilize ‘the land' that
has been given to-him by working the land:in earnest so as to reap the results,
and not  leave: /. divert . it to- other . parties. -And  for. . the -local - indigenous
communities _(peladang  berpindah),should be put up. / arrivals (migrants)
because they came not because of their'own accord but because of government
programs, and generally they are in a state of deficiency. As fellow children ‘of
the nation 'should'be able to coexist in-harmony.
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KATA PENGANTAR

[

Penulis 'mengucapkan' Syukur- Alkhamdhulillahi ' Robbil ‘Alamin ' kehadirat
Allah -SWT yang hanya 'karenaNya proses  penelitian ‘dan penulisan " disertasi
dengan judul ." Pengadaan ‘Tanah. dan Sertifikasi Hak Atas Tanah . Untuk

Transmigrasi.™ Dan sebagai contohnya konkritnya diambil dari Provinsi-Bengkulu,
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dapat diselesaikan:

Latar belakang dari ‘penulisan disertasi ‘ini karena ‘adanya-berbagai kasus
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yang terjadi di daerah tujuan Transmigrasi antara lain terjadinya sengketa antara
masyarakat adat dan, warga transmigran; antara transmigran dengan investor;
antara ;- transmigran- .dengan  -sesama -, transmigran. . .\Fenomena- -ini:  terjadi
dikarenakan 'banyaknya tanah hak adat’yang diambil ‘oleh pemerintah’ secara

tidak taat aturan, dan tanahnya didistribusikan kepada transmigran‘dengan Hak

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Pakai. Hak tersebut dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik, bagi transmigran tidak
serta; ‘merta..mendapatkan - sertipikatnya, .. mereka | harus .. menunggu . setelah
tanahnya' dikerjakan -dengan baik dan-sudah menghasilkan-lebih kurang dalam
jangka 'waktu-5-10 tahun. Namun setelah-berlakunya UU-No.15 Tahun-1997
tentang ketransmigrasian, -transmigran’ hanya menunggu selama satu tahun,
langsung mereka mendapatkan_ sertifikat hak. milik. Selain itu. adanya pemilikan
tanah transmigrasi. yang. tumpang tindih; bahkan dalam satu -petak-tanah. bisa
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terdapat lebih dari'5 sertipikat yang pemiliknya berbeda-beda.
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Penulis'menyadari bahwa penulisan-disertasi ini masih’banyak kekurangan
Oleh karena itu, penulis membuka diri atas kritik dan saran dari_semua pihak
demi kesempurnaan:disertasi ini. Semoga.dengan kehadiran disertasi .ini: dapat
memberi manfaat bagi-semua pihak.

Malang, Januari

2012
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PENDAHULUAN
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1.1.Latar Belakang
Tanah- dalam kehidupan manusia, mempunyai, arti -yang-sangat penting
yakni . merupakan tempat bercocok tanam -‘bagi petani, tempat - untuk

memakamkan-manusia jika ia meninggal dunia.’ Juga tempat 'untuk® berproduksi
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agar menghasilkan. barang, dan. jasa.:Selain .itu.tanah juga. merupakan.aset yang
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punya nilai ekonomis dan merupakan aset hukum, jika tanah yang dikuasai oleh
pemerintah mendapat gangguan dari pihak lain_harus mendapatkan perlindungan
hukum.

Pemerintah’ mempunyai “ kewenangan ‘untuk-membuat 'kebijakan tentang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

ketransmigrasian,, -termasuk -juga pengadaantanah -dan- sertifikasinya.- Ini
berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yakni :
Bumi-dan' air-aan-kekayaan-'alam yang terkandung 'di aalamnya dikuasai: oleh
negara.dan-dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran.-rakyat.

Mengingat sifat UUD 1945 hanya memuat hal yang pokok-pokok saja,
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maka sebagai pelaksanaan dari-Pasal 33 ayat (3) dibuatlah Undang Undang' No.
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5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria:(untuk selanjutnya
disebut dengan UUPA), yang diberlakukan pada tanggal 24 September1960.
Undang ‘Undang- tersebut mengemban: visi dan misi:bagi kesejahteraan

dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan prinsip keadilan

sebagai ‘perwujudan-amanat penderitaan-rakyat, yang sampai saat-ini' belum
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dapat terlaksana.
Adapun konsep yang mencerminkan jiwa dan semangat UUPA, yakni :
1) ‘meletakkan “dasar''bagi ' penyusunan ‘hukum' agraria’ “hasional ‘yang

merupakan . alat. .untuk . mewujudkan :.kemakmuran, . kebahagiaan,.. dan
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keadilan bagi negara dan rakyat,. terutama rakyat tani dalam rangka adil

[

dan makmur;
2)/ meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan’ kesatuan:dan:kesederhanaan
dalam _hukum pertanahan ; dan

3). 'meletakkan dasar untuk- memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak

BRAWIJAYA
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atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
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Kewenangan negara di atas, kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2)
UUPA yaitu:

Hak menguasai dari Negara termaksud.dalam ayat (1):pasal ini.memberi
wewenang untuk :

a... '\Mengatur-dan ‘Menyéelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan: pemeliharaan bumiair dan.ruang angkasa.

b., .. Menentukan-.dan. mengatur-hubungan-hubungan. hukum antara. orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa

¢ Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum,yang mengenai bumi, " air dan
ruang angkasa.
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Berkaitan dengan kewenangan negara. di atas, dapat direalisasikan dalam

bentuk ' kebijakan-kebijakan, antara ‘lain":~ 'Dari’ kewenangan- pertama, ‘yakni
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mengatur., dan -menyelenggarakaan peruntukan; -penggunaan;- persediaan. .dan
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pemeliharaan bumi, air dan’ ruang angkasa. Maka pemerintah diwajibkan
membuat' rencana umumnya, ~guna ‘keperluan’ yang ' bersifat" politis, ' sosial,
ekonomi, religius dan-pembangunan kepentingan.umum.

Kemudian "dari "kewenangan kedua yakni ‘menentukan dan" mengatur
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hubungan-hubungan hukum:-antara orang-orang  dengan: bumi,- air’ dan ruang
angkasa.. Maka. ada penetapan tentang macam-macam hak. atas.tanah yang
dapat- diberikan “kepada 'dan ~dipunyai ‘oleh ‘orang-orang, ‘baiksecara’ pribadi

maupun, badan ‘hukum,-termasuk adanya-hak-hak atas air dan ruang. angkasa.
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Kemudian, adanya. penegasan, larangan. penguasaan, tanah: yang -melampauli
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batas, serta penetapan ketentuan mengenai luas maksimum dan luas minimum
tanah yang boleh dimiliki.

Dari. . kewenangan . yang ketiga . yakni.  menentukan . dan..mengatur
hubungan-hubungan - hukum - antara' “orang-orang- dan- perbuatan-perbuatan

hukum yang mengenai-bumi,-air dan ruang ,angkasa.
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Pemerintah dapat menentukan bahwa segala usaha bersama dalam
lapangan ' ‘agraria- didasarkan atas “ kepentingan- ' bersama-dalam'" rangka
kepentingan - nasional, -dalam. bentuk: operasional, atau. bentuk -gotong. . royong
lainnya; Negara (pemerintah) juga harus mengusahakan Kkerjasama dengan

pihak lain ‘untuk ' menyelenggarakan “usaha 'bersama ' dalam' lapangan 'agraria;
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Mengesahkan. suatu iperjanjian. perlekatan hak guna;bangunan. (HGB). atau. Hak
pakai-di atas tanah hak milik 'negara ‘dan kemudian ' mendaftarkannya ‘guna
penerbitan :sertifikat; Mengakui kemungkinan ‘persewaan tanah oleh perorangan
atau badan hukum tertentu; kemudian pemerintah juga harus menentukan serta

mengatur' pelaksanaan perjanjian-perjanjian -antara 'lain: - ‘bagi-hasil' tanah

<
=
=
e
oc
(a8

UNIVERSITAS

pertanian,, .gadai- tanah. dan. .sewa menyewa tanah- pertanian; yang .terakhir
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pemerintah juga harus menentukan_dan tata cara untuk melakukan peralihan

hak atas tanah.!
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Hak Menguasai - Negara . merupakan semacam hak. ulayat yang . menjadi

wewenang pemerintah ‘pusat, 'yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada

pemerintah daerah, ‘lembaga ‘pemerintahan catau ' 'masyarakat. hukum -adat,

Y"Herawan, et “al, Hukum Agraria, (-~ Bengkulu: Fakultas ‘Hukum “Universitas
Bengkulu, 2003-), him 20.
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kesemuannya.. .dengan - suatu . -pelimpahan. ‘wewenang. .yang, -dimuat .. dalam
peraturan khusus yang disebut dengan hak pengelolaan.?

Pada - hakekatnya ' ‘pemahaman’(yang ' bermakna: ' negara ' 'memiliki
kewenangan . secara-, yuridis. . formal, adalah  sebagai . pengatur;. perencana,
pelaksana’ “dan ‘sekaligus' sebagai pengawas  pengelolaan, penggunaan dan
pemanfaatan ‘tanah-tanah masyarakat-hukum: adat dan segala potensi sumber
daya yang tersedia.’

Kedudukan- dan- wewenang Negara 'yang -didasarkan padaasas hak
menguasai negara, dipahami. sebagai konsep: hubungan, antara -Negara. dengan
bumi, air , ruang angkasa dan sumber daya alam lainnya, sebagai hubungan
penguasaan dan bukan pemilikan.*

Tanah merupakan, harta kekayaan.yang tidak mudah musnah dan dapat
digunakan ‘sebagai sumber “penghidupan-bagi setiap orang, sehingga antara
manusia dengan-tanah:tidak dapat dipisahkan isatu :dengan lainnya.-Selain itu
tanah juga merupakan sumberdaya-alam yang memiliki nilai filosofis, -politis,
sosial-ekonomis' “dan- Hankam. -~ Oleh" ‘karena “itu, ‘kebijakan ‘‘danpengelolaan
pertanahan . haruslah-merupakan bagian yang-tidak terpisahkan- dari-kebijakan
pembangunan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.’

Mayoritas rakyat Indonesia hidup sebagai petani, berladang dan bercocok

tanam; sehingga tanah menjadi faktor yang signifikan. untuk meningkatkan.taraf

2 A.P.Parlindungan, ' Landreform di " Indonesia Suatu Studi ~Perbandingan,

(Bandung' :Alumni,~1997),him.' 96.

? Jack Reynold; Ch:Ayamiseba, Kedudukan Hak Ulayat Dalam Rangka Pengadaan
Tanah Bagi Kepentingan Umum, (Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Pajajaran,
2004),him. 180.

*'Maria' ' S.W." 'Seemardjono, 'Kebijakan  Pertanahan'' Antara ~Regulasi'dan
Implementasi,; (-Jakarta: Penerbit. Buku Kompas;2005), him:,57.

> Muchtar Wahid, 2005, Pokok. Pokok -Pikiran Mengenai . Pembagian - Urusan
Pertanahan Dalam Era Otonomi, Makalah  dalam’ Diskusi Panel kerjasama antara KPPAP
dan 'KAPTI Agraria‘dengan fakultas Hukum UB (Malang, tanggal9'April:2005),-hlm L.
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hidup rakyat.- Salah satu cara untuk..memberdayakan . para: petani, . terutama

[

buruh™ tani dan petani miskin, juga ‘petani korban bencana alam dengan
melaksanakan program transmigrasi.
Setiap warga negara membutuhkan tanah dan ingin memilikinya, terlebih

bagi petani  yang tidak-mempunyai tanah (buruh tani). Sekalipunia’ bersusah
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payah menggarap: tanah sawah milik-orang'lain dengan: penghasilan rendah,
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untuk itu pemerintah, melalui Program Transmigrasi. memberikan tanah beserta
hak atas tanahnya pada képala keluarga yang berminat menjadi transmigran.®
Sebagaimana diatur. dalam Pasal 14, UUPA yakni :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan-(3),
Pasal-9 ayat (2) serta Pasal' 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka
sosialisme’ - Indonesia, ‘membuat satu- rencana ' umum’ -mengenai- persediaan,
peruntukan-dan penggunaan: bumi, air-dan-ruang angkasa. sérta-kekayaan-alam
yang yang terkandung.di. dalamnya :

a. . Untuk keperluan Negara,

b.” Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai° dengan
dasar Ketuhanan YME;

C._Untuk-keperluan pusat-pusat kehidupan rmasyarakat; sosial, dan lain-/ain
kesejateraan;

d. . Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan
dan perikanan, serta sejalan dengan itu;

e 'Untuk-' keperluan ' memperkembangkan . inaustri, - transmigrasi- dan
pertambangan.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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Dalam rangka sosialisme Indonesia pemerintah membuat suatu rencana
umum tentang persediaan, ‘peruntukan’dan ‘penggunaan ‘bumi, air dan ruang
angkasa serta kekayaan alam yang: terkandung di-dalamnya,: salah satunya

adalah untuk perkembangan transmigrasi.

| REPOSITORY.UB,ACID |

Peraturan' perundangan tentang Transmigrasi di Indonesia pada awalnya

dibuat' pada - era-pemerintahan-Orde. Baru - yakni - Undang -Undang-(selanjutnya

disebut dengan UU) Nomor - 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan - ketentuan Pokok

® Transmigran ;adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara
sukarela 'ke ‘wilayah-Pengembangan Transmigrasi atau lokasi' Permukiman ' transmigrasi
melalui' pengaturandan-pelayanan’ Pemerintah!
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Transmigrasi.-Menurut UU tersebut tanah yang diberikan pada: para : transmigran

[

berdasarkan Hak Pakai dan setelah dimanfaatkan dengan baik dalam rentang
waktu minimal 5:tahun,-maka hak tersebut dapat'ditingkatkan menjadi Hak ‘Milik.
Hal ini: sesuai dengan-Penjelasan Pasal 7 alinea 3 UU Nomor 3 Tahun 1972, yang

menyatakan sebagai berikut :
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Pemberian-hak-hak atas tanah kepada para transmigran dilakukan secara
bertahap dan. bertingkat berdasarkan atas ketentuan-ketentuan prosedur Agraria
khusus di Daerah Transmigrasl.
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Hal"di-atas, memberikan-dasar-dasar edukatif kepada warga transmigran
untuk secara-aktif. mengerjakan tanahnya .dan-apabila, benar tanah pertanian
tersebut dikerjakan secara produktif, maka haknya dapat ditingkatkan dari -hak

atas tanah‘yang-lebih ‘rendah pada hak-hak ‘atas tanah yang lebih tinggi, yakni

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

dari hak pakai-menjadi.hak milik.
Bersamaan® dengan “berjalannya waktu -di- saat" menjelang" reformasi
pemerintah Orde. Baru, < mengadakan  perubahan; ' perundangan:  tentang

transmigrasi __yakni -memberlakukan-, UU Nomor . 15 Tahun 1997 Tentang
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Ketransmigrasian, -yang- isinya ‘antara -lain -kepadaparatransmigran langsung

diberikan tanah: dengan status Hak Milik ,dengan; syarat selama-20. tahun-tidak

4
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boleh dijual-belikan. Selain ‘itu transmigran juga berkewajiban untuk mengolah
tanah yang 'diberikan’ padanya, dan ia beserta keluarganya ‘harus ‘-bertempat
tinggal di lokasi transmigrasi.

Dengan berlakunya UU tersebut diatas, maka UU No. 3 Tahun 1972

| REPOSITORY.UB,ACID |

tentang Ketentuan=ketentuan: Pokok Transmigrasi dinyatakan tidak berlaku:-lagi.”
Sekalipun demikian dalam disertasi ini.masih mencantumkan UU tersebut, karena

ada hal-hal yang-tidak 'diatur-dalam UU yang baru padahal sangat penting dikaji,

71 Pasal 41"UU No.15Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian:
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misalnya; tentang batas luasan tanah yang diberikan pada masing-masing Kepala

[

Keluarga (KK) transmigran, dan UU tersebut pernah diberlakukan sebagai norma
hukum terhadap penyelenggaraan transmigrasi di' Indonesia,: Khususnya'di masa
awal jpemerintahan Orde baru. Selain,transmigran pada masa itu sudah banyak

berhasil, 'tapi ‘ada juga ‘'yang masih meninggalkan pernasalahan yang berkaitan

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

dengan pengadaan tanahnya.
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Penataan pertanahan dan penyelenggaraan transmigrasi. merupakan
program' ‘nasional” yang ' saling terkait,- yang ' penanganannya --memerlukan
pengaturan terpadu menyangkut penetapan peruntukan hak-hak-atas-tanah dan
penggunaannya, serta hubungan-hubungan hukum yang ada dalam rangka

mewujudkan’ kepastian hukum'dan kepastian hak atas tanah.®

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Transmigrasi-» adalah .. pemindahan. . penduduk . secara.. sukarela.: untuk
meningkatkan kesejahteraan ~dan - -menetap - di Wilayah - Pengembangan
Transmigrasi atau Lokasi Permukiman’ Transmigrasi.’

Program transmigrasi. merupakan salah satu unsur utama rencana

pembangunan Indonesia 'di ‘masa Orde Baru, tidak hanya dapat ‘memecahkan

<
=
=
e
oc
(a8

UNIVERSITAS

masalah  kependudukan. . yang ; dihadapi Indonesia, i hamun- ;program-ini: -telah
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mencapai sasaran utamanya yakni : dapat memacu pembangunan di luar Jawa;
dapat meningkatkan tarap-hidup petani-miskin; dan'dapat menciptakan lapangan
pekerjaan baru;di bidang pertanian.

Transmigrasi~ pada awalnya, merupakan usaha pemindahan"penduduk

| REPOSITORY.UB,ACID |

yang dilakukan secara berencana pada awal abad ke 20 (tahun 1905 = 1941)

8 Konsideran. Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi RI.dan Kepala BPN No.
SKB.114 / MEN/1992 — SK: 24 Tahun 1992.
°Pasal 1'angka 2 UUNo:15 Tahun 1997.
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semasa- penjajahan Belanda -, yang disebut . dengan - kolonisasi'’. :Upaya
pemerintah Hindia Belanda untuk memindahkan penduduk pribumi dari pulau
Jawa yang semakin padat, ke pulau-pulau lain’yang membutuhkan tenaga kerja
untuk ' mengembangkan. . potensi ekonominya,  pada awalnya . sebagai. buruh
perkebunan:.

Setelah lima tahun Indonesia’ merdeka, tepatnya tanggal 12 Desember
1950, pada masa pemerintahan Orde Lama, transmigrasi atau usaha pemindahan
penduduk- dilakukan ‘secara besar-besaran-dan-terarah, ‘dari- daerah 'yang padat
penduduknya - yakni - Jawa, Madura, Bali, Lombok  seterusnya disebut JAMBAL *'.
ke daerah lain yang masih luas lahannya dan penduduknya sedikit, di luar Jawa
(' Sumatera; 'Kalimantan; Sulawesi dan Papua) seterusnya 'disebut oleh’ penulis
daerah SUKASUPA.

Dengan “tujuan  untuk penyebaran penduduk  dan ‘tenaga - kerja,
memperluas lapangan ‘kerja:, -pembukaan: dan s pengembangan daerah  baru
terutama daerah pertanian serta dapat menjamin peningkatan, tarap. hidup
transmigran ' dan'-masyarakat ‘sekitarnya, -dan’ memperkokoh  -persatuan- dan
kesatuan  bangsa. -Melalui. transmigrasi-diharapkan dapat-mencapai: penyebaran
penduduk yang merata serta dapat menunjang pembangunan nasional.

Di- era 'Orde Baru' Program Transmigrasi’ banyak 'mendapat -perhatian,
sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan terutama dalam rangka

meningkatkan lajunya pembangunan kependudukan, di daerah-daerah di luar

107" Siswono~ Yudohusodo,1998, Transmigrasi ' Kebutuhan ' 'Negara - Kepulauan
Berpenduduk Heterogen, Dengan : Persebaranyang. - Timpang, (- Jakarta:PT.- Jurnalindo
Aksara Grafika, 2003),him. 6.

Patrice ‘Levang, ' Ayo ~'Ke Tanah ~Sabrang  Transmigrasi ‘Di" Indonésia,
Terjemahan; oleh: Sri: Ambarwati Prayoga,(Jakarta, KGP, 2003);hlm.-5.
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pulau Jawa yang sangat potensial. Dimulai dari Pelita I pada.tahun 1969 sampai
dengan Pelita VI tahun 1996 dan seterusnya®.

Tanah-untuk transmigran yang-diberikan sebelum:berlakunya UU No.15
Tahun, 1997 tentang. ketransmigrasian, dengan. status tanah Hak. Pakai yang
bersifat sementara’ dan pada ‘waktu yang telah ditentukan, dapat ditingkatkan
menjadi; Hak Milik. Namun pemerintah rdalam hal  penyediaan: tanahnya, : tidak
memperhitungkan asal tanah dari mana atau milik siapa. Seandainya tanah yang
dijadikan ‘proyek transmigrasi’ itu hanyatanah 'Negara, 'mungkin ' tidak “akan
menimbulkan - kerugian - bagi . masyarakat, tetapi .tanah ; tersebut bukan  hanya
tanah negara melainkan sebagian besar adalah tanah hak™ “salah satunya tanah
hak adat''‘yang 'telah “dikuasai' oleh' ‘masyarakat adat. secara turuntemurun,
diambil begitu. saja tanpa. .. mendapatkan ganti. rugi yang.layak. Hal inilah yang
sering menimbulkan masalah dalam bentuk konflik horizontal, antara masyarakat
adat dengan transmigran dan:masyarakat adat.dengan:pemerintah daerah.

Secara .umum penduduk yang ditransmigrasikan adalah mereka yang
keadaan 'sosialnya termasuk ‘ekonomi lemah-dan mengalami kemiskinan. Bahkan
ada di antara- mereka --merupakan petani-yang tidak-mempunyai tanah (buruh
tani). Melalui transmigrasi diharapkan agar mereka dapat memperbaiki tingkat

kehidupan yang lebih-baik dari pada di daerah'asal mereka.

2 Transmigrasi di Provinsi Bengkulu dari Pelita1 s/d Pelita VI ‘sampai tahun 2009
dari data yang diperoleh penulis, dari Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Bengkulu; pada
saat penelitian < pendahuluan, Transmigrasi «di-Provinsi-Bengkulu-terdiri-dari: Transmigrasi
Umum : dan_Transmigrasi Swakarsa Mandiri _yang jumlahnya mencapai_46.325 KK
(214.972 jiwa)  dan tanah yang telah diberikan” oleh-Pememerintah Provinsi Bengkulu,
untuk proyek’ini seluas 230.587-ha.

13 Pasal 28-PP:No.2 Tahun, 1999 tentang : Penyelenggaraan: Transmigrasi ;-yang
berbunyi: . Tanah.negara, adalah tanah yang langsung dikuasasai oleh. negara, dapat juga
berupa kawasan hutan.” Sedangkan tanah hak-berupa’Hak Ulayat, Hak Milik," Hak Guna
Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak 'Pakai atat: Hak-‘Adat lainnya.
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Program . Transmigrasi - terdiri> atas, beberapa -jenis, -yakni:  Transmigrasi

[

Umum, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, Transmigrasi Swakarsa Mandiri dan
Transmigrasi Bedol Desa, sebagaimana diuraikan di bawah ini :
1. Transmigrasi Umum, .adalah transmigrasi. yang biaya penyelenggaraannya

ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah.**

BRAWIJAYA
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Seperti = perumahan, lahan dan- biaya hidup 'selama: tanahnya/lahannya

J
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belum menghasilkan. Bahkan dalam sertifikasi hak atas tanahnya juga
diuruskan dan dibiayai oleh Menteri-Dalam ‘Negeri, para transmigran tinggal
terima. sertipikat .gratis;  dengan_persyaratan, harus ;sabar -dan-tekun dalam
mengolah lahannya sehingga dapat menghasilkan.

Transmigrasi jenis /ini, diutamakan bagi penduduk-yang mengalami
keterbatasan. dalam imendapatkan: kesempatan kerja dan péluang usaha,
mengutamakan-wilayah. atau daerah.yang belum.terbuka, pembiayaan dari
keuangan. negara dalam bentuk bantuan. yang sekurang-kurangnya
mencapai tingkat terpenuhi kebutuhan dasar; dan' mengembangkan: usaha
pokok yang ditetapkan dengan kegiatan tsaha-primer.*

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

2. . 1 Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, adalah transmigrasi yang dilaksanakan

oleh Pemerintah bekerja sama dengan Badan usaha. Sebagaimana- diatur
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dalam: 'Pasal-8 UU No:15' Tahun 11997 © tentang. Ketransmigrasian -yang
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menyatakan sebagai berikut:

(1) * “Transmigrasi ‘Swakarsa Berbantuan dilaksanakan “oleh  Pemerintah
bekerja sama dengan Badan Usaha.

(2) . :Dalam kerja sama sebagaimana-dimaksud pada -ayat (1) Pemerintah
bertindak - selaku. penanggung. jawab. penyelenggaraan - transmigras/
sekaligus-sebagari pihak yang mewakili kepentingan. transmigran.

(3)  Badan  Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin
kemitraan usaha dengan transmigran.

(4) ' ‘Hubungan rkemitraan usaha sebagaimana dimaksud- pada ayat (3)
berlangsung setara, adll, saling menguntungkan, aan. berkelanjutan.

| REPOSITORY.UB,ACID |

% Pasal 7 UU No.15 Tahun 1997 tentang-ketransmigrasian.
13"'Pasal '7 “ayat (1) ‘Peraturan" Pemerintah’ RI 'No.2 Tahun 1999 ' tentang
Penyelenggaraan Transmigrasi.
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(5) .. -Ketentuan. tentang . kerja-.sama . dan- kemitraan -usaha - sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), -ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Menteri.

[

3. Transmgrasi- Swakarsa '/ Mandiri- dilaksanakan ' oleh- masyarakat -yang
bersangkutan secara perseorangan atau-kelompok; -baik. bekerja sama
maupun. tidak -bekerja sama dengan Badan Usaha. atas arahan, layanan,
dan bantuan Pemerintah.”

Transmigrasi- jenis 'swakarsa tersebut, ‘dalam. pengurusan- sertifikasi' hak
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atas . tanahnya;- harus . mengurus. .sendiri. dengan . biaya . sendiri,..Padahal
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tingkat ekonominya sama saja dengan transmigran umum, “hanya bedanya
kalau transmigran. swakarsa  itu _inisiatif =_keberangkatannya: ' sebagai
transmigran atas kehendak sendiri, sedangkan transmigran umum biasanya

atas inisiatif -pemerintah. Seharusnya perbedaan fasilitas diantara 'sesama

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

transmigran - tidak . perlu- terjadi, . karena 'hanya rakan. ‘menimbulkan
kecemburuan sosial.

4. ‘Transmigrasi-Bedol Desa adalah transmigrasi yang dilakukan 'secara masal
dan kolektif terhadap satu. atau beberapa. desa beserta: aparatur. desanya

pindah ke pulau yang jarang penduduknya.
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Biasanya - transmigrasi ' bedol -desa terjadi karena 'bencana ralam “yang

4
iy

merusak desa asalnya, atau desa asalnya ditenggelamkan dengan sengaja untuk
pembuatan-waduk, sebagaimana yang terjadi saat pembangunan Waduk Gajah
MungKkur . di- ‘Wonogiri.'Sebagian besarpenduduk - beserta --aparat; desanya

ditrasnmigrasikan ke Provinsi Bengkulu.

| REPOSITORY.UB,ACID |

Untuk meningkatkan peran para transmigran dalam pembangunan daerah

tujuan transmigrasi, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang .ada
di daerah tujuan , dan juga dapat menunjang  pembangunan di daerah asal

transmigran.’ Diharapkan'agar 'sumber-daya yang tersedia, -baik-di  daerah asal

16/\pasal 9'WU No.15Tahun 1997 tentang: Ketransmigrasian.

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

&




12

POSITORY.UB.ACID |

maupun, : daerah - tujuan. transmigrasi, -dapat :dikembangkan. dan dimanfaatkan

[

secara optimal bagi kepentingan seluruh bangsa."’
Kondisi  riil-di lapangan bahwa ‘dalam 'pelaksanaannya pengadaan tanah
untuk | transmigrasi sebagian.  besar -adalah.. menggunakan -tanah. masyarakat

hukum 'adat (bekas ladang berpindah) yang belum produktif, yang pengambilan
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tanahnya' tidak ' melalui-musyawarahdengan’ pemiliknya;® -karena ketika -akan
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dilakukan pembebasan, yang dilibatkan hanya Ketua Adat / Kepala Desanya saja,
dengan alasan 'untuk-kepentingan pembangunan, misalnya salah’ satunya untuk
proyek - Transmigrasi: pada khususnya. dan. untuk: pembangunan -kepentingan
umum lainnya.

Sejak’ awal program transmigrasi terbentur pada sejumlah kendala yakni

| REPOSITORY.UB.AC.D |

selain tentang pengadaan. tanahnya; juga. pada saat penempatan; transmigran,
dimana biasanya masih"ada sebagian fasilitas pendukungnya yang belum selesai
(belum:siap: pakai), dan ketika akan mengolah lahan Il yang kebanyakan masih
berupa_hutan . belukar atau  rawa,. dan letaknya, sangat . jauh. dari . lokasi

permukimannya.-Juga sering terjadi tanah yang ditunjuk sebagai lahan II ‘adalah

<
=
=
e
oc
(a8

UNIVERSITAS

tanah 'milik. masyarakat, hukum. adat' setempat; karena -masyarakat -adat/lokal
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merasa belum mendapatkan ganti rugi apapun. Maka mereka mempertahankan
haknya''terutama “di" lokasi “yang berbatasandengan' desa. “Sehingga' dalam
realisasinya sering. menimbulkan konflik.

Kendala ‘lain” yang ‘mempengaruhi ketidak “siapan lokasi antara lain:

| REPOSITORY.UB,ACID |

paket-paket ;sarana produksii' tidak -memenuhi- syarat, ‘kemudian pengurusan

sertifikat. terlambat. -Biasanya keterlambatan. penyiapan permukiman ini, lebih

17" Siswono Yudohusodo, Op. cit...him 7.
8 "Hal ‘ini ‘menyalahi / ‘bertentangan dengan 'hak asasi manusia, sebagaimana
telah diatur'dalamPasal 28H'UUD 1945 (Amandemen Kedua)

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

&




13

disebabkan-. -adanya: program. - transmigrasi : -cicilan - dan- - kesiapan-,. program

[ RePOSITORY.UB.ACID |

transmigrasi swakarsa mandiri yang tidak terorganisir dengan baik , sehingga
ketika transmigran tiba di lokasi fasilitasnya belum siap.*®
Penyiapan . permukiman. transmigran . yang. . terkesan . eklusif, tidak

memenuhi “kriteria’ kelayakan, “dikarenakan  masyarakat lokal" tidak “dilibatkan
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dalam ' proses:;pengambilan keputusan.: Transmigran ryang datang tidak sesuai

3
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dengan_kebutuhan - lokasi tujuan,. dikarenakan. ,adanya .. penyalahgunanan
pengelolaan ' atau manajemen - yang “berorientasi --pada- 'proyek ~bukan ‘pada
kebutuhan.

Sejak tahun 2004 setelah berlakunya UU No.32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan: ' 'Daerah, 'di- 'Provinsi - Bengkulu' '(sebagai '' contoh ' konkrit),

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Transmigrasi..tidak lagi sebagai program Pemerintah Pusat, yang sentralistik dan
standar. Melainkan menjadi-program' Pemerintah Daerah yang masih memiliki
lahan luas: dan: belum  dimanfaatkan, disebut ' sebagai: daerah - penerima

transmigrasi, bekerjasama dengan pemerintah daerah lainnya (sebagai daerah
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pengirim' /daerah -asal “transmigrasi).-‘Selama ' ‘masih" banyak “pengangguran,

banyak-buruh- tani- yang tidak -memiliki. lahan .dengan, penghasilan yang sangat

o
i

kecil.

Untuk™itu = pemberdayaan potensi -sumber. 'daya -alam= wilayah “atau

| REPOSITORY.UB,ACID |

kawasan: yang :belum optimal pemanfaatannya agar. tumbuh dan-berkembang

lebih - produktif,” ‘dinamis “dan" harmonis.” Transmigrasi “merupakan proses

pembangunan: komunitas' kehidupan masyarakat yang ' di dalamnya ‘mencakup
pembangunan fisik, -sosial, - politik, ekonomi,. hukum, administrasi-dan_budaya

secara utuh.

19 Siswono, op cit - him. 213.
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Pelaksanaan tujuan penyelenggaraan transmigrasi ke arah. program.yang

[

lebih konkrit, di antaranya berupa : penyediaan / pengadaan tanah, penyiapan
permukiman, informasi seleksi dan pelatihan serta penempatan,: juga pembinaan
ekonomi dan sosial budaya masyarakatnya. Dalam perencanaan permukiman dan

pembinaannya diarahkan ‘untuk membentuk  suatu ‘desa “baru  ‘bagi- Unit

BRAWIJAYA
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Permukiman Transmigrasi (UPT) yang -mempunyai daya tampung kurang:lebih

J
f‘é'.v

300 KK sampai dengan 500 KK. Setiap wilayah pengembangan. transmigrasi
terdiri- dari- beberapa ' kawasan - pengembangan yang memiliki -daya’ tampung
sekurang-kurangnya 9000 KK, setiap satuan Kawasan pengembangan terdiri dari
beberapa satuan permukiman, yang mempunyai daya tampung 1800 sampai

dengan 2000 KK:

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Pengadaan. tanah  untuk pembangunan. kepentingan .umum. adalah
kegiatan atau proses untuk ‘mendapatkan tanah dalam jumlah besar untuk
berbagai pembangunan fisik, yang dilakukan oleh' pemerintah ' untuk jpemerintah

dan tidak untuk memperoleh keuntungan, dengan cara pelepasan hak atas tanah
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tersebut ' “berdasarkan -~ musyawarah"“dan - mufakat ''oleh - pihak-pihak “yang

berkepentingan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dengan tujuan. sebesar-

4
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besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Pelaksanaan pengadaan-tanah untuk: transmigrasi‘tidak bisa terlepas dari
peraturan tentang. pengadaan. tanah, yang.mengacu pada.tujuan. hukum agraria

nasional ' ‘dengan " prinsip - keseimbangan antara  kepentingan " pribadi " dan

| REPOSITORY.UB,ACID |

kepentingan 'umum. Ketentuan ‘tersebut tidak berarti kepentingan pribadi-akan
terdesak-oleh kepentingan umum, akan tetapi kedua kepentingan tersebut harus

seimbang " (tidak~berat “sebelah). Sehingga dapat ‘mencapai ‘kemakmuran' dan
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kebahagiaan - rakyat ‘secara menyeluruh.. Hal: ini merupakan:ciri khas . Undang

[

Undang Pokok Agraria (UUPA)®.
Proses: utama: yang menimbulkan chubungan’ hukum:antara“ transmigran
dengan tanah yang diperolehnya, didasarkan: pada; kebijakan penyediaan tanah

di “daerah “tujuan’ transmigrasi. Penyediaan- tanah yang dilakukan  'sangat
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menentukan rberhasil- tidaknya  transmigran;. sebaliknya penyediaan: tanah yang
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tidak, taat aturan (non prosedural) hanya menimbulkan konflik horizontal yang
menghadapkan transmigran dengan masyarakat hukum'adat.

Untuk-. menjamin . dapat. dilaksanakannya | pembangunan -permukiman
transmigrasi serta lahan garapannya, diperlukan adanya kepastian hak atas

tanah yang 'dicadangkan untuk' pembangunan 'transmigrasi. Pengadaan tanah

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

untuk transmigrasi sesuai dengan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU No..15 Tahun
1997 dalam penjelasannya bahwa:

“Penyediaan- tanah- bagi, penyelenggaraan transmigrasi. dapat berasal dari
tanah Negara-dan./ tanah, hak. Apabila berasal dari tanah hak,. tanah.dimaksud
harus terlebih dahulu.dibebaskan dari segala hak atas tanah dan segala sesuatu
yang berada di atasnya, dan selanjutnya diproses hak pengelolaannya -sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.”
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Dengan -berlakunya UU -No. '15. Tahun- 1997 tentang : Ketransmigrasian,

4
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sudah mengatur sangat jelas, menekankan bahwa pemilihan _calon - lokasi
transmigrasi harus benar-benar memperhatikan ‘aspek: fisik, - ekonomi, sosial
budaya - maupun. hubungan-hubungan dengan lingkungan sekitarnya,. sehingga

daerah tujuan dapat diandalkan sebagai “harapan meningkatkan taraf hidup

| REPOSITORY.UB,ACID |

transmigran dan keluarganya.
Pada saat menetapkan lokasi-permukiman transmigrasi diperlukan Surat

Keputusan (SK)“Pencadangan “Tanah"/ ‘lahan' dari ' Gubernur -Kepala ' Daerah

20’ penjelasan 11 no.4 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan ‘Dasar Pokok Pokok
Agraria.
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Provinsi- yang-dilampiri rekomendasi :Bupati.setempat, berdasarkan permohonan

[

pengajuan Surat Keputusan tersebut oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen
Tenaga ' Kerja 'dan ‘Tranmigrasi  (sekarang 'Kementrian - Tenaga ' Kerja ' 'dan
Transmigrasi). tingkat Provinsi.  Melalui_Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional ' Provinsi setelah ‘dilakukan 'koordinasi' dengan 'instansi-terkait®'. ‘Surat
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Keputusan - Gubernur  tersebut : diterbitkan. 'setiap 'rakan -menetapkan lokasi
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permukiman dan lahan transmigrasi.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk transmigrasi' Di'Provinsi' Bengkulu
pada khusunya dan di-Indonesia pada .umumnya, sebagian besar menggunakan
tanah™ milik masyarakat hukum adat, dan pengambilan tanahnya tidak melalui

musyawarah' - terlebih ~ 'dahulu” dengan: “masyarakat' <yang “menggarapnya

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

/menguasainya,. .mereka, tidak diundang . atau dilibatkan sama. sekali.. -Hanya
Kepala Adat '/ Kepala Desanya saja“ yang dilibatkan ‘sebagai  wakil " dari
masyarakatnya. Sehingga pemilik tanah tidak mengetahui-bahwa-tanahnya:telah
dijadikan _ proyek -. transmigrasi, -, akibatnya ketika  _realisasi  mereka

mempertahankan tanahnya.
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Berdasarkan Peraturan  perundang-undangan; tentang :pengadaan tanah
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untuk transmigrasi, antara lain : UUPA Pasal 18; UU No. 20 Tahun 1961; UU
No.15 Tahun 1997; P.P-No.2 Tahun 1999; Perpres No.''36 Tahun 2005 jo No.65
tahun 2006. Menurut isinya peraturan-peraturan, tersebut pada umumnya terkait

erat dengan pelepasan hak atas tanah baik tanah hak perseorangan maupun hak

| REPOSITORY.UB,ACID |

masyarakat: hukum “adat ~dan pemberian C.ganti /' ruginya,: -namun. dalam

pelaksanaannya terjadi kesenjangan antara peraturan - peraturan yang berlaku.

21, Pasal' 3 Keputusan -Bersama -Menteri  Transmigrasi-Republik Indonesia. Dan

Kepala . Badan Pertanahan Nasional Nomor: SKB.114/MEN/1992 —.SK: 24 Tahun 1992
tentang’' ‘Pencadangan Tanah, Pengurusandan Sertipikasi ' Hak ' Atas “Tanah - Lokasi
Permukiman-Transmigrasi:
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Antara lain, Pasal 18 UUPA yang. menyatakan bahwa : untuk kepentingan

[

umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama
dari rakyat; hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi-ganti rugi-yang
layak dan menurut cara yang. diatur-dengan undang-undang.. Semestinya pasal

ini_ merupakanjaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah.
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Sebagaimanatelah diatur juga dalam UU No. 15 Tahun 1997 tentang
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Ketransmigrasian, pada UU ini tidak diatur secara detail mengenai penyediaan
tanah-untuk transmigrasi ke dalam pasal-pasalnya, hanya dalam Penjelasan-Pasal
24 . yang; isinya. sebagai - berikut :-Penyediaan  tanah, bagi -penyelenggaraan
transmigrasi dapat berasal dari tanah negara ‘dan/atau tanah hak. Apabila

berasal dari 'tanah- hak, tanah dimaksud harus terlebih dahulu dibebaskan' dari

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

segala: -hak. atas .tanah. dan segala sesuatu. yang. berada; di atasnya,. dan
selanjutnya diproses hak' pengelolaannya sesuai-'dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Menurut. penulis, “Tanah hak” yang dimaksud . .dalam _peraturan
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perundangan di ‘atas tidak' disebutkan-hak-hak 'apa saja yang termasuk dalam

tanah hak tersebut. [Setelah -dilakukan kajian:lebih lanjut;. ternyata dalam Pasal

4
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28 Peraturan  Pemerintah ‘No.2 _Tahun = 1999 tentang . Penyelenggaraan
Transmigrasi, ' menyatakan ' ~bahwa: " Tanah' Cuntuk’''wilayah- “‘Pengembangan
Transmigrasi-dan. Lokasi. Transmigrasi-berasal:dari tanah Negara.dan atau tanah

hak. Selanjutnya dalam penjelasan dari Pasal 28 tersebut, menyatakan bahwa

| REPOSITORY.UB,ACID |

yang dimaksud dengan “Tanah: hak” ‘berupa (Hak 'Ulayat, ‘Hak -Milik,Hak ‘Guna
Bangunan, Hak Guna-Usaha, Hak Pakai atau Hak Adat lainnya. Berarti kedudukan
tanah- 'hak -~ adat" di-sini  sejajar dengan “hak-hak ' perorangan ‘lainnya, ' dan

seharusnya-pemberian- ganti-ruginya juga sama-dengan tanah- hak lainya: Dari
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pernyataan-pasal. di atas terjadi kontradiksi dengan | Pasal 30 ayat:(2) PP-No.2

[

tahun1999, yang menyatakan bahwa : wilayah pengembangan transmigrasi dan
lokasi_permukiman: transmigrasiyang. berasal (dari “tanah hak” dapat: diperoleh
dengan cara rekognisi atau konpensasi. Namun pada penjelasan pasal tersebut,

diantaranya 'disebutkan bahwa" bentuk ‘rekognisi atau ‘konpensasi antara lain
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antara lain-dapat ‘berupa’ tanah: pengganti,-- pemukiman kembali;dan-ganti: rugi
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dan apabila ada bidang tanah yang dilekati hak ulayat, maka tidak diberikan
ganti--rugi “kecuali- berupa ' fasilitas ‘'umum “yang' bermanfaat ‘bagi-'masyarakat
setempat.

Dalam hal ini_seakan-akan masyarakat adat dianggap. bukan bagian dari

rakyat Indonesia, “sehingga ‘tidak berhak atas 'ganti 'rugi’ yang- layak. Bahkan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

sebagai manusia /orang. . .masyarakat: hukum:adat punya.hak azasi yang harus
dihargai (dilindungi), sehingga hak-haknya atas tanah ulayat (dan semacamnya)
yang _telah: dikuasainya 'secara: turun-:temurun  baik 'secara :sendiri''maupun
kolektif, apabila tanahnya digunakan, untuk kepentingan umum maka mereka

berhak ‘atas ganti‘rugi yang layak.
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Pengaturan- di -atas, -dikuatkan- dengan, -Peraturan - Presiden ; (PERPRES)
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No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
untuk kepentingan-umum, yakni tersurat dalam Pasal 14.??
Fenomena di. . atas, . bertentangan: ..dengan . peraturan; perundang-

undangan, antara lain sebagai berikut :

| REPOSITORY.UB,ACID |

Pasal 18Bayat (2) UUD. 1945, yang menyatakan sebagai-berikut::

2., pasal 1 14 Perpres No.36 Tahun 2005 - tentang ; Pengadaan: Tanah- Bagi
Pembangunan Kepentingan Umum, menyatakan -: Penggantian terhadap-bidang tanah
yang dikuasai' dengan ‘hak" ulayat’ diberikan” dalam bentuk pembangunan fasilitas' umum
atau bentuklain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.
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Negara :mengakui. kesatuan-kesatuan: masyarakat. -hukum radat. beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
uu.

[

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa:
Setiap orang berhak mempunyal hak milik dan hak milik tersebut tidak

boleh diambil alih secara sewenang-wenang oléh siapapun.
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Pasal .37 ayat: (1) . UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak. Azasi. Manusia
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(HAM), yang mengatur sebagai berikut:

Pencabutan: hak-milik atas suatu: benda demi kepentingan umum, hanya
diperbolehkan. dengan-mengganti ‘kerugian: -yang | .wajar--dan. segera, -serta
pelaksanaannya. sesuai dengan ketentuan UU.

Berdasarkan ‘latar ‘' belakang ' di -atas, -penulis  memilih ~“judul "disertasi

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

"Pengadaan: Tanah. Dan Sertifikasi Hak Atas: Tanah Untuk- Transmigrasi” dengan
daerah Provinsi Bengkulu sebagai contoh konkrit, hal ini perlu diteliti ~untuk
menemukan: “Pengaturan hukum pengadaan‘ tanah’ 'untuk 'transmigrasi -yang
menjadi. Kebijakan. Pemerintah Pusat: dan. Pemerintah : Daerah,. Kemudian -akan

dikaji pula Proses Hukum Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi terhadap tanah

<
=
=
e
oc
(a8

UNIVERSITAS

Negara dan tanah- hak -adat. Serta Sertifikasi ‘hak atas' tanah ‘bagi transmigran

4
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dan Pengalihannya pada pihak lain.

1.2. Perumusan Masalah

Terdapat tiga. masalah penting yang. berkaitan dengan latar belakang

masalah''yang ‘telah-diuraikan di atas, yang'dikaji-dan ‘dicari jawabnya, ‘serta

| REPOSITORY.UB,ACID |

dianalisis yakni
1.” Bagaimana Ketentuan hukum pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam

Kebijakan Pemerintah'Pusat dan Pemerintah' Daerah ?
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2., Bagaimana mekanisme pengadaan tanah wuntuk transmigrasi-terhadap tanah

[ RePOSITORY.UB.ACID |

negara maupun tanah hak adat ?
3."/ Bagaimana sertifikasi hak' atas tanah transmigrasi dan ‘pengalihannya“pada

pihak lain ?
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1.3. Tujuan Penelitian
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(1) Untuk mengidentifikasi, dan menganalisis " ketentuan hukum pengadaan
tanah ‘untuk’ transmigrasi' dalam' ‘penetapan’ kebijakan- antara 'Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis mekanisme pengadaan - tahah

untuk transmigrasi terhadap tanah‘negara dan tanah adat.

| REPOSITORY.UB.AC.D |

(3) . Untuk.. menganalisis, sertifikasi . hak . atas, ' .tanah . :transmigrasi . dan

pengalihannya pada pihak-lain.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun ‘manfaat dari penelitian dapat " diklasifikasikan atas -hal-hal; baik
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yang bersifat teoritis imaupun-praktis

o
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1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan

yang ' 'berharga ' bagi “perkembangan: Timu '‘Hukum “utamanya dibidang

| REPOSITORY.UB,ACID |

hukum Agraria-Nasional. Khususnya tentang pengadaan:dan sertifikasi.hak

atas “tanah " untuk ' transmigrasi “dalam ' sistem  hukum “nasional. Dan

hendaknya: ‘dapat ' dibuat peraturan -secara ' khusus ‘tentang rpengadaan
tanah untuk transmigrasi, yang-mengatur secara seimbang antara hak dan

kewajiban: bagi masyarakat hukum-adat setempat yang tanahnyaterkena
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proyek transmigrasi, maupun penerima:hak atas tanah tersebut dalam hal

[ RePOSITORY.UB.ACID |

ini. transmigran.
2. ‘Secara praktis, hasil penelitian ini_diharapkan dapat menjadi  sumbangan
pemikiran: bagi-kelancaran pelaksaan tugas dan pengamanan,. pengurusan

pengadaan tanah ' untuk transmigrasi, - serta ' penetapan - kebijakan
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pemerintah daerah terhadap sertifikasi tanah transmigran.
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Dengan adanya konsistensi peraturan perundangan - yang.. mendukung
dalam mengatur ‘pengadaan tanah untuk'transmigrasi, oleh-Negara kepada
transmigran -secara. -sendiri atau. bersama-sama; ; akan -menjamin  tertib
hukum, serta terbangunnya tanggung jawab yuridis bagi penerima hak atas

tanah secara-baik.

| REPOSITORY.UB.AC.D |

1.5. Orisinalitas Penelitian

Dari-penelusuran bahan pustaka didapatkan dari beberapa-hasil penelitian
terdahulu. yang mengambil .obyek antara-lain, tentang: pengadaan:tanah; tanah

transmigrasi dan tanah adat yang dikuasai oleh ‘masyarakat hukum adat, yang
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dapat dijadikan rujukan:/ acuan:dalam penelitian ini, yakni:

o
¢

1. Penelitian dilakukan oleh penulis sendiri. pada tahun 1995, dengan Judul
Penelitian:  Pelaksanaan‘ Perolehan ‘Hak 'Atas Tanah  Bagi- Transmigran Di

Provinsi ‘Bengkulu: ‘Dari -penelitian-ini- dapat disimpulkan, ! bahwa perolehan

| REPOSITORY.UB,ACID |

tanah bagi. transmigran dalam prakteknya diberikan secara bertahap dan

bertingkat, ' yang''semula ' diberikan - ‘dengan’ hak' ' pakai ‘bisa -ditingkatkan

menjadi -hak-. milik. -Dengan, syarat. tanahnya  harus . digarap- dan- dipelihara
dengan baik. Dalam penelitian_ini" juga ditemukan tanah lahan II bagi

transmigran -diganti dengan sapi.
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2., Penelitian- dilakukan. oleh. Patrice Levang pada tahun 1997 disertasi. dengan

[

Judul aslinya " La terre d’ en face La Transmigration Indonesie” yang telah
diterjemahkan-kedalam bahasa Indonesia oleh Srii Ambar 'Wahyuni'Prayoga,
dengan. judul " -Ayo. Ke TanahSabrang. ”.Penelitian..ini_ mengungkapkan

tentang ‘'masalah-masalah. yang ditimbulkan dalam program transmigrasi di
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Indonesia. ' Dari-hasil penelitian -ini ditemukan ' bahwa masalah-yang timbul
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dalam penyelenggaraan  transmigrasi . ternyata bukan berasal dari
pelaksanaannya, melainkan bersumber pada konsep dasar yang-tidak sesuai.
Konsep. ini ‘merupakan  -hasil persepsi -yang. salah tentang. evolusi . JAMBAL
dalam beradabtasi terhadap pertumbuhan penduduk. Dan adanya prasangka

buruk’‘terhadap tanah sabrang “dan‘penduduknya, - serta ‘perhatian ‘yang
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minim. terhadap isektor: pertanian. Dan juga .menggambarkan kesulitan.yang
dialami para transmigran akibat dari-kesalahan persepsi tersebut.
3.7 Penelitian- dilakukan oleh' Jack Reynold 'Ch. Ayamiseba pada tahun 2004

disertasi_dengan- judul: Kedudukan Hak Ulayat Dalam Rangka Pengadaan
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Tanah “Bagi ‘Pembangunan ‘Kepentingan Umum. Penelitian-ini-mengungkap

dan.. menemukan: konsep. yang tepat. dan, landasan . teori. serta asas-asas

4
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hukum tentang kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat yang pada
kenyataannya:hak-haknya tersebut terabaikan. Dan-juga mengungkapkan
masalah - pelaksanaan pengadaan tanah :untuk pembangunan-kepentingan

umum “di’ daerah “sesuai atau tidaknya  dengan’ peraturan  perundang-
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undangan: yang berlaku::Dan sejauhmana’ i memberikan kontribusi kepada
masyarakat _dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

sesuai -dengan ‘amanat - Pasal 33 -ayat'(3) UUD 1945, negara  hukum
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kesejahteraan. dan. . negara hukum, Pancasila. Kedudukan: hak  ulayat

[

masyarakat hukum adat pada kenyataannya terabaikan.
4./ Penelitian- dilakukan' penulis 'sendiri: pada ‘tahun 2006, 'dengan judul:' Status
Hak - Atas. Tanah, Bagi Transmigran (Studi Kasus Di  Provinsi Bengkulu),

penelitian” ini~ mengungkapkan bahwa' status tanah “untuk  transmigrasi
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berasal- dari;-hak: -pengelolaan ~yang -diperoleh Dinas: Transmigrasi : dari
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pemerintah Provinsi / Gubernur setempat. Status Tanah transmigrasi berasal
dari ' ‘hak- 'pengelolaan ‘Departemen - Transmigrasi ' (sekarang- 'Kementrian
Tenaga. Kerja -dan- Transmigrasi),. yang-diberikan -pada transmigran. dengan
hak pakai yang kemudian dapat ditingkatkan menjadi hak milik.

5.7/ Peneltian dilakukan-Aminuddin Salle (2007) buku yang berasal dari disertasi,
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dengan, Judul: ;- Hukum Pengadaan Tanah Untuk. Kepentingan. Umum.
Penelitian ini mengungkap ‘tentang ‘masalah kedudukan hukum' pengadaan
tanah ~dari ~segi' syarat  keberlakuan- hukum, nilair -dasar —hukum:: dan

pelaksanaannya.-Penelitian ini juga meneliti tentang manfaat dari peraturan
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pengadaan ‘tanah ‘terutama oleh-pemegang ‘hak atas ‘tanah. “Dan “~hasil

temuannya ternyata. peraturan pengadaan, tanah, dalam iprakteknya: sering

4
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bertentangan dengan hukum. Kedudukan Hukum Pengadaan Tanah dari segi
syarat ¢, 'keberlakuan'dan 'nilai dasarhukum'serta'manfaat dari-peraturan
tersebut,

6. - Penelitian ' Keenam, dilakukan Muhammad Bakri pada tahun 2006, buku dari
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disertasi: ‘Dengan | -Judul:' Pembatasan ‘Hak Menguasai -Tanah Oleh Negara
Dalam Hubungannya Dengan Hak Ulayat dan Hak Perorangan-.atas Tanah.
Penelitian- ini-mengungkapkan masalah pembatasan wewenang Negara yang

bersumber pada-hak menguasai tanah oleh negara yang diatur dalam UUPA.
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Dan mengungkap masalah implementasi wewenang Negara, yang bersumber

[

pada hak menguasai tanah oleh "Negara terhadap hak ulayat, adanya
peraturan: ' perundangan'yang mendua. (Khususnya 'tentang  ‘hak'' ulayat
masyarakat hukum adat.

7. Penelitian dilakukanA. Latief Fariqun pada. tahun 2007, disertasi. Dengan
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Judul: -Pengakuan’ Hak Masyarakat ‘Hukum Adat Atas -Sumber. ;Daya :Alam
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Dalam Politik Hukum - Nasional.. Penelitian " ini, mengungkapkan masalah
wewenang Negara yang -bersumber pada'hak menguasai tanah-oleh'Negara
terhadap -hak -ulayat, . dan hak perorangan-atas itanah;-yakni dalam: bidang
pengadaan tanah untuk-pembangunan demi kepentingan umum.: Serta

menemukan-adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
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eksistensi-hak ulayat  masyarakat hukumadat yang mendua. Politik. hukum
yang tepat tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya
alam; baik politik-hukum-kolonial,-nasional dan internasional:

Dari_penelitian-penelitian yang.pernah dilakukan sebagaimana disebutkan

<
=
=
e
oc
(a8

UNIVERSITAS

di atas, tampak ada perbedaan-dengan penelitian yang dilakukan penulis walau

ada kesamaan:obyek, -namun, masalah yang -ingin idikaji - berbeda: yakni -yang

4
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mengenai pengadaan tanah dan sertifikasi hak atas tanah untuk transmigrasi,
ketentuan ‘pengadaan’ tanah- untuk ‘transmigrasi’'dalam’ ‘menentukan-kebijakan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,. proses pengadaan:tanah: untuk

transmigrasi terhadap tanah negara maupun tanah hak ‘perseorangan serta -hak
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adat, juga:sertifikasi' tanah-transmigrasi dan_pengalihannya ‘pada / pihak- lain.
Sehingga nantinya dapat ditarik benang merah berupa ketentuan-ketentuan dari

berbagai' norma‘yang ada pada masyarakat ‘hukum ‘adat, dan hukum ‘Negara.
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Akhirnya: . diungkapkan . sinerginya :sebagai : sesuatu . kekuatan yang  dapat

[

dipergunakan dalam proses pembangunan khususnya di bidang transmigrasi.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1.Jenis Penelitian
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Penelitian- -disertasi  :ini - adalah - penelitian’ 'hukum:- nhormatif; ' dengan
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menggunakan 3 pendekatan yakni :
a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Digunakan - untuk . - menelaah > semua | .undang-undang -. dan. - peraturan-
peraturan, termasuk materi muatan dari undang-undang tersebut, juga dasar

ontologis 'lahirnya ‘perundang-undangan yang berkaitan 'dengan isu_hukum:-yang
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diteliti, yakni: Undang Undang Dasar.1945; Undang Undang :No.15-Tahun 1997
tentang  Ketransmigrasian; ~Undang Undang  No.20 ' Tahun 1961 ' tentang
Pencabutan: Hak-Atas i Tanah;  Peraturan Presiden No0.36:Tahun-2005:jo No:65
Tahun. 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan. Untuk

Kepentingan' “Umum. ' “Peraturan Pemerintah' ‘No.2" "Tahun--1999" ' tentang
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Penyelenggaraan Transmigrasi; UU -No. -39 Tahun - 1999 -tentang Hak -Asasi
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Manusia. Haryono® menyatakan bahwa untuk pendekatan perundang-undangan,
peneliti harus ‘melihat’hukum-sebagai sistem tertutup yang - mempunyai sifat::
a)-.Comprehensive bahwa, norma-norma. hukum. yang. .ada. di dalamnya. terkait

dengan yang lain secara logis.
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b) ' All = inclusive bahwa kumpulan-norma hukum; tersebut -cukup mampu
menampung. permasalahan hukum_yang ada,  sehingga tidak akan ada

kekurangan hukum:

23 Dikutip ‘oleh-Johni' Ibrahim, Teori dan-Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
(Malang :'Bayumedia. 2006, cetakan kedua), him: 303.
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¢)., Systematic: - bahwa disamping berkaitan antara satu. dengan -yang. lain

[

norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.
Undang “Undang ' “dengan: isi “pasal-pasal’ yang <ada ternyata ' saling
bertentangan sehingga terjadi konflik-norma.

b. 'Pendekatan sejarah (Aistorical approach)
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Penulis ' menggunakan - pendekatan: iini- yakni ingin -:mengungkapkan
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filosofis dan pola pikir, ketika program transmigrasi dilaksanakan.di Indonesia
untuk-pertama 'kalinya yakni-pada era ‘penjajahan Belanda yang disebut dengan
“Kolonisasi” hingga. saat Reformasi.

Melalui . pendekatan - perundang-undangan bersama-sama dengan

pendekatan sejarah, maka'akan' dipelajari landasan filosofis; landasan: ontologis
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(merupakan alasan adanya) dan. landasan. satio /egis (alasan. mengapa. ada) dari
suatu - perundang-undangan “yang menjadi ‘dasar bagi ‘'pengaturan pengadaan
tanah_untuk transmigrasi.. Dan -untuk ‘mengetahui dasar:filosofis dan: ontologis
suatu perundang-undangan dengan-menelaah konsiderannya terlebih dahulu,

sedangkan untuk ~mengetahui ~dasar “ratio ' legis digunakan ' ‘interpretasi-atau
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penafsiran. . Jnterpretasi. . (penafsiran) . yang : -digunakan-. meliputi .interpretasi

4
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berdasarkan kalimat_dalam undang-undang; /nterpretasi berdasarkan kehendak
pembentuk-undang-undang / interpretasi‘ sebagaimana yang tertuang: di' dalam
penjelasan undang-undang, yang disebut interpretasi yang. autentik:'

c. Pendekatan Filosofis (philosopicall Approach)
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Merupakan-pendekatan yang dapat ‘digunakan terkait ‘dengan penelitian
ini_ yang obyeknya norma hukum positif, dan-norma hukum yang pada dasarnya

merupakan -kristalisasi’ dari nilai-nilai *kehidupan, 'yang pada umumnya ‘bersifat

24 peter Mahmud ‘Marzuki, - Penelitian Hukum.,(Jakarta: Kencana Predana ‘Media
Group,.2005) him.~107.
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mengharuskan ‘atau mewajibkan, dan.- melarang. /Maka - pendekatan . filsafati

[ RePOSITORY.UB.ACID |

tersebut dimaksudkan - sejauhmana  nilai-nilai “tersebut  berkembang -dalam

masyarakat.

1.6.2. Bahan'Hukum
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Adapun bahan hukum yang diperlukan untuk:penelitian: yuridis normatif

3
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adalah, bahan yang diambil dari sumber hukum yang berupa bahan ;

1. ‘Bahan hukum primeryang terdiri atas:

Undang Undang Dasar, Republik-Indonesia . Tahun, 1945.

Undang Undang No.5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok Agraria

(UUPA).
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-+ 1Undang.Undang. No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan hak atas tanah;
-~ Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo No.65 tahun 2006 tentang
Pengadaan - Tanah' bagi -Pelaksanaan Pembangunan-untuk Kepentingan

Umum.
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- ~“Undang 'Undang‘No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

Peraturan Pemerintah. \No. 2 -Tahun 1999 tentang: Penyelenggaraan

~
&
]

Transmigrasi.

- .~ Undang ' Undang-No.29 Tahun 2009 tentang PerubahanUndang Undang
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No.15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

-~ Keputusan ~ Bersama“™ ‘Menteri ~ Transmigrasi RI~dan Kepala Badan

Pertanahan: Nasional :No.: SKB:114/-MEN / 1992. Sk '::24 Tahun 1992
Tentang Pencadangan Tanah, Pengurusan dan Sertifikasi Hak Atas Tanah
Lokasi Pemukiman Transmigrasi.

2.~ Bahan Hukum;Sekunder
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Adapun bahan: hukum sekunder. yang-terdiri atas :

[ RePOSITORY.UB.ACID |

a.  Penjelasan UU dan Peraturan Pelaksanaannya.
b.'  Hasil =hasil penelitian:
C.:  Pendapat para Ahli Hukum Agraria.

3. 'Bahan Hukum Tersier
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Terdiri dari: Kamus ' Hukum; Black,law; Dictionary, «dan -Kamus Bahasa

3
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Indonesia.

1.6.3.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- “Untuk menelusuri Bahan Hukum  Primer - adalah ~ dengan _mengambil/

mengcopy dari :
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a.: Perpustakaan Pribadi, Kementrian Tenaga Kerja.dan.Transmigrasi Republik
Indonesia, BPN.
b. Pusat: Dokumentasi dan informasi- Hukum di' Fakultas: Hukum: Universitas

Brawijaya.
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=" Untuk ‘menelusuri-Bahan ‘Hukum 'Sekunder, 'adalah ‘dengan ‘cara 'yang sama

yakni. dengan mengcopy bahan-bahan hukum (Hasil penelitian terdahulu).

o
i

- ‘Untuk pendapat para pakar hukum ' Agraria, peneliti,praktisi (pejabat BPN)
ditelusuri dengan cara'wawancara bebas dan' mendalam.

- .. Untuk. menelusuri; bahan . hukum: tersier, .sama; dengan. penelusuran  bahan
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hukum'primer.

1.6.4.Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum-yang telah diperoleh dikelompokkan, -dan-disusun secara

sistematis, - - kemudian - dianalisis dengan teknik: mengabstraksikan - peraturan
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perundang-undangan:yang ada agar dapat. menemukan. asas-asas hukum-yang

[

terkandung dalam _setiap’ undang - undang, peraturan pemerintah dan
sebagainya  mengenai’ ‘hukum ‘agraria: khususnya ' pengadaan: ‘tanah, dengan
berbagai: Metode . Interpretasi. Untuk penelitian .ini: interpretasi. yang digunakan

adalah Gramatikal, Sistematis. Dalam melakukan analisis'dibantu metode berpikir

BRAWIJAYA
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teoritik realistis deduktif (analisis; deduktif):%>
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Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang
satu' dengan yang lain 'dalam satuperundang-undangan yang bersangkutan
atau .ada-perundang-undangan hukunm lainnya, -atau..membaca- penjelasan
satu perundang-undangan sehingga kita mengerti maksudnya.

< Penafsiran’ Gramatikal’ dipakai-untuk-menguraikan-atau- menjelaskan ' arti
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akan makna Undang Undang menurut bahasa umum.sehari-hari.. Kemudian
semua analis-analisis 'yang sudah-dilakukan' sebagai bahan pertimbangan
penyusunan perbaikan Peraturan-Perudang-undangan.

Pada _akhirnya_hasil "analisis peraturan perundang-undangan - tanah

nasional khususnya tentang pengadaan tanah, secara-lebih-khusus terhadap
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pengadaan untuk transmigrasi dapat, memberikan masukan temuan-temuan

4
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baru yang akan menjelaskan adanya Asas Hukum dan Konsep_serta kriteria

pengadaan tanah’ untuk transmigrasi dalam Peraturan Perundang-undangan.

1.6.5. Definisi Operasional
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Sesuai dengan' judul di: atas, ‘-maka ' ditetapkan -bahwa" ruang . lingkup

penelitian ini_adalah-pengadaan tanah untuk transmigrasi yang diatur dalam

%' purnadi Purbacara & Soerjono Soekanto. Perihal Kaidah Hukum, (Bandung :
Alumni, '1986), ‘him. 10-11%
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Pasal 24 (penj)UU No.15 Tahun 1997 jo. UU No.29 Tahun 2009.-Adapun difinisi

[ RePOSITORY.UB.ACID |

konseptual dari obyek penelitian yang dipakai adalah:

1. Pengadaan Tanah' : setiap' kegiatan untuk ‘mendapatkan tanah dengan cara
memberikan ;ganti. rugi kepada yang.melepaskan atau menyerahkan tanah,
bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan ‘dengan tanah.

2. Pelepasan-atau penyerahan hak-atas tanah adalah kegiatan- melepaskan

BRAWIJAYA
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hubungan hukum. antara pemegang hak atas. tanah dengan . tanah yang
dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.?’

3.~ Hak Atas, Tanah :hak.atas bidang tanah sebagaimana diatur.dalam:Undang
Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).?

4. Tanah /Negara : Tanah'yang dikuasai langsung.oleh-Negara disebut tanah
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bebas, tanah Negara yang, tidak langsung: dikuasai.oleh Negara;adalah tanah
hak, baik yang bersifat sementara maupun tetap.?

5. Tanah Adat /:Tanah Ulayat-: : Tanah yang dikuasai-oleh masyarakat adat
secara turun temurun, yang bukan-merupakan hak milik.*

6. Kawasan Transmigrasi‘adalah : areal lahan yang 'diberikan-oleh 'pemerintah
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untuk ., transmigrasi, baik untuk permukiman ' maupun- /lahan:usaha - para

o
i

transmigran.™
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% Pasal 1 angka 3 Perpres No.65 Tahun 2006.

?7 Pasal '1-angka 6 ‘Perpres No.36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah' bagi
pelaksanaan -pembangunan kepentingan umum.

8. Perpres No0.36 Tahun 2005 jo No.65 Tahun 2006

2" Achmad Sodiki, Penataan Pemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan
Kabupaten “Malang- (Studi' tentang Dinamika '‘Hukum), ‘(Surabaya ":' “Universitas
Airlangga,1994), him: 143;

% Ibid, him.139.

31 Pasal 1 angka ‘4 'UU No.29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
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7. Transnmigrasi. ;- perpindahan, penduduk, secara sukarela untuk meningkatkan
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kesejahteraannya dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan
oleh Pemerintah.?
8. Transmigran, : warga negara Republik Indonesia yang pindah secara sukarela

ke kawasan transmigrasi.™
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9. Sertifikasi -hakatas  Tanah :: Proses: pendaftaran tanah -untuk -menjamin

3
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kepastian hukum oleh Pemerintah.**

1.6.6.Sistimatika Penulisan
Disertasi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I.'Pendahuluan, pada bab-ini'ada beberapa sub 'bab antara lain, Latar
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Belakang; Rumusan imasalah; Tujuan:Penelitian; Manfaat Penelitian;. Orisinalitas
Penelitian; Sitimatika penulisan.

BAB-II. Kerangka' Teoritik dan Konseptual, yang meliputi-beberapa teori
yang dapat dijadikan-pisau analisis pembahasan_antara lain, Teori Kewenangan;

Teori-Kebijakan; Teori' Jenjang (stuffen theory) Teori Perolehan hak 'milik; “Teori
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Hak Asasi -Manusia; ‘Teori: Kepastian Hukum; Serta- beberapa -konsep, : yakni:

o
i

Konsep Kepentingan_ Umum; Konsep.Pengakuan Terhadap Eksistensi hak Ulayat

Masyarakat Adat Berdasarkan'Undang-Undang;

BAB. III. . Ketentuan. Hukum Pengadaan, Tanah . Untuk Transmigrasi:

Kebijakan  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bab ini terdiri dari 4 sub
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bab' yakni:

1. Hak Menguasai Negara;

% Ppasal 1 angka 2 UU.No. 29 Tahun 20009.
3 ‘Pasal 1 angka 3 UU No. 29 Tahun 2009.
%% \Pasal 19 UUPA.
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2.-Konsepsi-pengadaan tanah untuk transmigrasi;
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3. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Mengatur Penentuan Lokasi Transmigrasi;
4. Pelaksanaan Pembagian Tanah Transmigrasi;
5.. Transmigrasi dan.Pengembangan Wilayah.

BAB-1V. Proses Hukum Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi Terhadap
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Tanah Negara:Dan:Tanah Hak Adat. Pada bab'ini terdapat 4 sub: bab antara:lain:
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1. © Program transmigrasi di Indonesia;

2./ Mekanisme ‘hukum- pengadaan tanah untuk transmigrasi terhadap tanah

lal Negara;
E
:g 3. Mekanisme hukum pengadaan tanah untuk transmigrasi terhadap tanah
|8
| &
8 hak adat;
N 4, Pihak-pihak yang. terlibat dalam Pengadaan tanah untuk transmigrasi;
5. Persepsi ‘masyarakat  hukum ‘adat terhadap pengadaan tanah - untuk

transmigrasi-di: Provinsi Bengkulu.
BAB V. Sertifikasi tanah transmigran dan pengalihannya pada pihak lain.

Terdiri dari'4 sub bab-antara-lain:
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1.~ . Proses perolehan:hak milik atas tanah bagi-transmigran;

o
i

2. - Pengurusan sertifikasi hak-atas tanah transmigran;

3./ Hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi-hak atas tanah transmigrasi;
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4... . Peralihan hak atas.tanah transmigrasi pada pihak: lain.

BAB VI. Kesimpulan ‘dan Rekomendasi. Kesimpulan : “rangkumanhasil

penelitian disertasi: ini, yang-menjawab: isu-hukum yang ‘menjadi permasalahan
yang.dibahas. Rekomendasi ini berupa kontribusi “bagi pemecahan masalah yang
dihadapi pemerintah-saat ini, dalam mengatasi masalah' yang berkaitan dengan

pengadaan tanah untuk-transmigrasi.
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DESAIN PENELITIAN

HASIL
PENELITIAN

REKOMENDASI

4L

Berdasarkan Pembagian Urusan
Pemerintahan yang bersifat concurent
yakni urusan pemerintahan yang
penanganannya dalam bagian tertentu
dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pelaksanaan kewenangan yang bersifat
concurent ditetapkan berdasarkan kriteria
yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas
dan efisiensi dengan mempertimbangkan
keserasian hubungan pengelolaan urusan
pemerintahan yang bersifat pilihan terkait
erat dengan potensi unggulan dan
kekhasan daerah. Transmigrasi tidak lagi
menjadi program pemerintah pusat,
melainkan menjadi program pemerintah
daerah baik daerah tujuan maupun
daerah asal transmigran.

v

LATAR PERUMUSAN LANDASAN LANDASAN METODE PENELITIAN
BELAKANG MASALAH TEORITIK KONSEP
Problematika Sosiologis: Bagaimana Ketentuan > Teori Kewenangan Pendekatan UU
. . hukum pengadaan
Konflik horizontal antara tanah untuk \
transmigran dg masy.adat. transmigrasi dalam UUD 1945,UUPA; UU No.15 Th.
. . i 1997 tg Ketransmigrasian; UU
Penguasaan tan'ah' secara Kebijakan Pemerintah (=  Teori Kebijakan Ke%entmgan No.20 Th. 1961 tg Pencabutan
tumpang tindih Pusat dan Pemerintah mum Hak Atas Tanah; UU No. 39 Th.
& Daerah ? y 1999 tg Hak Asasi Manusia
i i i | = ' : : Peraturan Presiden No.36 Th.
Problematika Filosofi |9 =P Teori Jenjang 2005 jo No.65 Th. 2006 tg
.Tanah sangat penting bagi [ (Stuffen Theory) Pengadaan Tanah bagi
kehidupan manusia di dunia [ Pelaksanaan Pembangunan
. | & Untuk Kepentingan Umum.
Siapapun membutuhkan = Peraturan Pemerintah No.2 Th.
tanah baik tranmigran { é' h 4 1999 tg Penyelenggaraan
maupun masy.adat./lokal B  Bagaimana mekanisme Transmiarasi:
L B pengadaan tanah untuk Konsep ‘
Problematika Yuridis : transmigrasi terhadap Pengakuan
Tidak harmonisnya substansi tanah negara maupun Teori Hak Asasi Terhadap Pendekatan Sejarah
pengaturan hukum tanah hak / adat ? Manusia Eksistensi Hak
pengadaan tanah untuk Ula
; ; yat Masyarakat Mengungkapkan filosofis dan
Transmigrasi Hukum Adat pola pikir, ketika program
Probl tika Teoriti Berdasarkan transmigrasi dilaksanakan di
roblematika leoritis: Indonesia untuk pertama kalinya
Undang Undang yakni pada era penjajahan
Konsep pengadaan tanah Belanda yang disebut dengan
untuk transmigrasi dalam . o Teori Perolehan *Kolonisasi” hingga saat
kebijaksanaan pemerintah Bagha;r;‘:{];ig:gﬂ‘as' e Hak Milik Reformasi.
pusat (Menteri Dalam transmigrasi dan ‘
pengalihannya pada ,
pihak lain ? Pendekatan Filsafat
Teori
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Kepastian Hukum

berobyekan norma hukum
positif, dan norma hukum
yang pada dasarnya
merupakan kristalisasi dari
nilai-nilai kehidupan, yang
pada umumnya bersifat
mengharuskan atau
mewajibkan, dan melarang.

Berdasarkan asas Hak Menguasai
Negara, Pemerintah berwenang
memberikan tanah pada siapa saja
Warga Negara Indonesia termasuk pada
transmigran dengan melalui pengaturan
hukum pengadaan tanah untuk
transmigrasi yang merupakan
kewenangan pemerintah pusat, yang
dilimpahkan pada Gubernur agar
menyediakan tanah di daerahnya untuk
digunakan sebagai lokasi Transmigrasi.
Berdasarkan rekomendasi Bupati
setempat, Gubernur menerbitkan
SK.Pencadangan tanah untuk
transmigrasi melalui Badan Pertanahan
Nasional Provinsi, yang selanjutnya
memberikan tanah tersebut untuk proyek
transmigrasi dengan hak pengelolaan
pada Depnakertrans, melalui Dinas
Transmigrasi setempat. Selanjutnya
dibaaikan pada transmiaran.

Bagi Menteri NAKERTRANS dan Kepala
BPN, melalui Pemerintah Provinsi
Bengkulu dan kanwil BPN setempat
hendaknya segera melakukan
pengukuran ulang (rekonstruksi) tanah
lokasi transmigrasi yang bermasalah,
sehingga kepastian hukum atas
kepemlikan tanah sengketa menjadi
jelas, baik data fisik menyangkut batas-
batas tanahnya maupun data yuridis
menyangkut subyek hak dan jenis hak
atas tanahnya.

Bagi Pemerintah Pusat dan DPR,
hendaknya secepat mungkin melakukan
pembangunan dan pembaharuan hukum
yang lebih tegas, khususnya tentang
ketransmigrasian termasuk tentang
prosedur pengadaan dan sertifikasi
tanahnya. Agar tidak terjadi lagi
penguasaan/pemilikan tanah
Transmigrasi yang tumpang tindih.

v

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu
sebaiknya membangun desa-desa
transmigrasi yang masih tertinggal
dengan mengalihkan pola usaha tani
dan pertanian tanaman pangan menuju
pertanian tanaman keras yang
berorientasi ekspor, terutama pada
desa-desa transmigrasi yang tidak
memiliki irigasi teknis

v

v

Pelaksanaan sertifikasi tanah dalam
konsepsi hukum berarti pelaksanaan
kewajiban subyek hak sebagai
konsekuensi pemilikan yang diakui
berdasarkan hukum positif yang berlaku,
meliputi kewajiban mendaftarkan hak
kepemilikannya, dan kewajiban
memelihara tanah dalam rangka menjaga
kesuburannya dan mencegah
kerusakannya dengan mengusahakan
tanah pertanian secara aktif. Khusus bagi
transmigran umum sertifikasi diurus oleh
Kantor Badan Pertanahan setempat

Pengadaan tanah untuk transmigrasi
yang lokasinya tumpang tindih dengan
tanah masyarakat hukum adat,
hendaknya dapat dilakukan dengan cara
yang bijaksana dengan menerapkan
alternatif, sebagai berikut :

memberikan kesempatan pada
masyarakat adat/ lokal yang tanahnya
terkena proyek transmigrasi menjadi
transmigran swakarsa sisipan, dan
diintegrasikan dengan transmigran yang
lain.

- memberikan ganti rugi atas tanah dan
tanam tumbuh milik mereka yang
terkena proyek transmigrasi.
memberikan rekognisi dan biaya
upacara adat.

memberikan ganti rugi dengan bentuk
lain (konpensasi) misalnya : lahan
garapan bagi mereka sebagaimana
transmigran, agar mereka dapat tetap
menafkahi keluarganya.

€e
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BAB II

[

KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL
2.1.KERANGKA TEORITIK
2.1.1. Teori Kewenangan

Setiap penyelenggaraan ‘suatu Negara dan pemerintahan harus' memiliki

BRAWIJAYA
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legitimasi ' yakni - kewenangan ' yang -diberikan; oleh rundang-undang. 'DPR RI

J
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menerima kewenangan dari- rakyat untuk. menyelenggarakan -Negara dan
pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat.

Kewenangan merupakan pengertian-yang. berasal dari: hukum-organisasi
pemerintahan, yang dapat -dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang

berkenaan ‘dengan perolehan' /dan penggunaan wewenang: pemerintahan oleh

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

subyek hukum. publik di.dalam hubungan hukum publik. Hal ini;dikemukakan.oleh
H.D.Stout.™
Sedangkan - menurut - F.P.C.L.Tonnaer, - Kewenangan- pemerintah' dalam

kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan
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dengan begitu, dapat diciptakan-hubungan hukum antara pemerintah dan warga

negara.®
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Lain halnya dengan pernyataan Bagir Manan, bahwa:
Kewenangan ~dalam~ bahasa“ ‘hukum "tidak 'sama ~maknanya' " dengan
kekuasaan (macht). Kekuasaan menurutnya hanya menggambarkan. hak  untuk

berbuat atautidak berbuat -sesuatu. ‘Dalam hukum, kewenangan  diartikan
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sebagai hak dan kewajiban (rechten en plichten). Jika dikaitkan:dengan otonomi
daerah, -hak mengandung pengertian kekuasaan, untuk -.mengatur -sendiri

(zelfregelen) dan mengelola ‘sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara

2: Ridwan,HR. Hukum Administrasi Negara,( Yogyakarta: UII Press,2003),him.71.
Ibid:
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horizontal , . berarti : kekuasaan  untuk-...menyelenggarakan,.. pemerintahan

[ RePOSITORY.UB.ACID |

sebagaimana mestinya. Sedangkan kewajiban vertikal berarti kekuasaan- untuk
menjalankan ‘pemerintahan ‘dalam ikatan’ tertib ' pemerintahan “Negara ' secara
keseluruhan.’’

Dasar “kewenangan ' pemerintah -dalam 'penyelenggaraan  pemerintahan
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dapat terjadi karena diberikan ' oleh badan legislatif kepada-Administrasi Negara
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melalui _atribusi, atau diberikan oleh administrasi negara lainnya melalui
perundang-undangan dengan’'cara delegasi, atau mandat.*
Secara-teoritik, -kewenangan yang bersumber dari peraturan. perundang-

undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yakni :
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1. Kewenangan atributif

Kata atribusi’ berasal “dari 'bahasa Belanda, ' yakni attribute, “yang
mengandung ‘arti: © pembagian (kekuasaan: hukum); dalam:- kata attributie van
rechtmacht berarti pembagian kekuasaan kepada. berbagai .instansi (absolute

competentie' |’ kompetensi' mutlak). Pada- atributif -paling ' sedikit ‘terdapat’ dua
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pihak 1yang.-terlibat,: yakni- pemberi -wewenang |(attributant) - dan - penerima

o
i

wewenang ( attribusi).”

Atributif' -~ adalah ' penyerahan- ‘suatu ' kewenangan' - (baru) " 'kepada
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pemerintah atau-badan./. pejabat tata.usaha negara oleh pembentuk undang-

undang (rakyat ‘melalui wakil-wakilnya “di “parlemen), di- mana wewenang- itu

semula’ tidak dimiliki oleh  pemerintah atau ‘badan / pejabat tata usaha negara.

Dengan. .adanya_pemberian wewenang baru itu (attributif), berarti tindakan

¥ lbid, 72.
8 SF.Marbun, Negara Hukum Indonesia dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang
Layak-(AAUPL),(Yogyakarta:UniversitasIslam Indonesia; 1998).
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badan / pejabat. tata usaha negara menjadi sah |(halal)..dan- secara . yuridis

[

mempunyai kekuatan mengikat umum, karena telah memperoleh persetujuan
dari rakyat melalui-wakilnya di'parlemen.>
Dilihat dari. asalnya; atau sumber wewenang, attributif (/legisiator) dapat

dibedakan, ‘berasal dari ‘pemerintahan 'di- tingkat pusatdan “pemerintahan “di
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tingkat  daerah.! Attributif yang -asalnya diperoleh dari pemerintahan di tingkat

J
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daerah bersumber dari DPRD bersama pemerintah daerah berupa peraturan
daerah. Kedua'asal wewenang di atas, disebut original legislator atau pembuat

undang-undangasli (originale wetgever).

2. Kewenangan delegatif

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Delegasi berasal dari bahasa Belanda yakni delegatie, artinya penyerahan
wewenang dari ‘pejabat yang' lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.
Misalnya Presiden sebagai pemegang wewenang attributif mengeluarkan suatu

peraturan pemerintah, yang menciptakan wewenang, pemerintahan kepada badan
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/' pejabat “tata “usaha“ negara,” maka 'tindakan presiden - disebut ‘delegatied

legisladors.
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Pada delegasi terjalin hubungan sedikitnya tiga pihak, yakni_pihak pemilik
kewenangan' (Presiden); 'pihak penerima’ wewenang delegasi '(misalnya’ Menteri
Dalam; Negeri).:danpihak: penerima: limpahan . wewenang. delegasi. (misalnya

Gubernur). Pihak yang ‘melimpahkan wewenang ‘delegasi disebut delegans dan
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pihak yang:menerima limpahan wewenang delegasi disebut delegataris.
Pada delegasi-terjadi pemberian / pelimpahan wewenang dari satu organ

pemerintahan atau badan '/ pejabat tata usaha negara kepada“pihak lain. Dasar

% "SF.Marbun, _ Peradilan “Administrasi Negara. dan Upaya ~Administratif Di
Indonesia ; (-Yogyakarta, Liberty, 1997), him:158-159.
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hukum pemberian-/ pelimpahan wewenang mendelegasikan wewenang, itu dapat

[

di - lakukan “apabila’ diatur - dalam_ peraturan’ perundang-undangan, - yang
menyatakan bahwa wewenang tertentu dapat dilimpahkan.
Akibat. .. pemberian ../ = pelimpahan _wewenang. . delegasi rdari . pemilik

kewenangan delegasi atau ‘penerima ‘wewenang (delegans) kepada penerima
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wewenang -delegasi atau penerima limpahan wewenang:delegasi (delegataris),
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maka delegans . menjadi kehilangan wewenangnya dan. delegans tidak lagi dapat
menggunakan- ' ‘wewenang - delegasi - tersebut, ' sedangkan' - bagi - penerima
wewenang delegasi atau penerima pelimpahan wewenang. delegasi (delegataris)
dapat bertindak atas namanya sendiri. Dengan’ demikian terjadi_pelaksanaan

kekuasaan ‘yang- mandiri' oleh' delegataris_bertanggung ‘jawab ‘sepenuhnya atas
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tindakan yang dilakukannya.
Kedua teori kewenangan tersebut, sangat penting ‘dalam “kaitannya
dengan  pengadaan tanah  dan: sertifikasi  hakatas tanah -untuk transmigrasi,

karena dengan berlandaskan kewenangan yang sah,, maka pemerintah sewaktu-
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waktu dapat' melakukan-pencabutan ‘hak atas tanah; ketika tata cara pengadaan

tanah melalui-musyawarah, menemui jalan buntu.

4
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3. Kewenangan Mandat
Berbeda: dengan kedua kewenangan di atas yakni delegatif dan. atributif,

kewenangan mandat diberikan tidak “berupa kewenangan penuh, ‘melainkan

| REPOSITORY.UB,ACID |

kewenangan' terbatas' sesuai''dengan-apa: yang dimandatkan: saja: Sebagai
mandataris_(penerima_mandat) hanya dapat. melaksanakan kekuasaan sebatas
yang -dikuasakan-saja, ‘atas ‘nama pemberi-kuasa. ‘Oleh ‘karena-itu' tidak harus

bertanggung jawab sendiri;
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Dalam. ‘kewenangan-, mandat .. tidak: terjadi-, peralihan.- 'kewenangan,

[

melainkan pemberi mandat memindahkan kewenangan kepada suatu badan lain
untuk membuat ‘suatu keputusan dan-mengambil ‘'satu’tindakan pemerintahan
atas nama pemberi mandat.

Mengenai atribusi, delegasi dan - mandat-ini menurut definisi dari H.D. Van
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Wijk / Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip oleh H.R.Ridwan yakni-:
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1. Attributie . wekenning van een.bestuursbevoegheid door een welgever aan
eenbestuurorgaan. ( atribusi adalah” pemberian wewenang pemerintahan
oleh'pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).

2. Delegatie - overdracht van een bevoegheid van het-ene-bestuursorgaan
aan. een-ander. (.delegasi- adalah pelimpahan wewenang ppemerintahan dari
satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya)-

3. Mandaat : een bestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen
door “een -ander. (' mandat adalah -:~terjadi-ketika' organ pemerintahan
mengijinkan kewenangannya dijalankan organ lain atas-namanya)®
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Dari. beberapa teori tentang: kewenangan. yang telah diuraikan diatas,
hanya atribusi ‘dan delegasilah yang “dapat  dianggap sebagai pelimpahan
kewenangan yuridis, dimana penerima - wewenangnya:bertanggung jawab penuh
terhadap wewenang-yang diterimanya. Hal ini_berkaitan dengan, kewenangan

dari pemerintah~'pusat-kepada pemerintah ' daerah 'dalam- rangka ' pengadaan
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tanah juntuk- transmigrasi. Sedangkan-. mandat -bukan merupakan: pelimpahan
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wewenang, karena_ dalam ‘pemberian mandat  tidak terjadi _perpindahan
(peralihan)-'wewenang, ' sifatnya hanya 'mewakili untuk:bertindak 'atas' nama

pemberi mandat.
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“O"HR.Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (' Yogyakarta, UII Press, 2003), him
74.
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2.1.2. Teori Kebijakan

[ RePOSITORY.UB.ACID |

Istilah kebijakan atau policy biasanya dikaitkan dengan perilaku maupun
kegiatan ' 'seorang: pejabat, ~baik ditingkat '‘perkumpulan’ “organisasi'''maupun
lembaga pemerintahan dalam bidang tertentu.

Adapun ‘makna yang termuat dalam suatu-kebijakan ‘itu’ sesungguhnya
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tidak hanya bersifat -tektual,; melainkan lebih  bersifat . kontektual, - karena: dari
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masa ke masa selalu mengalami perubahan saat istilah kebijakan. lebih sering
bermakna’'secara'luas yang dipergunakan ‘terkait dengan ‘tindakan pemerintah.*!
Pada dasarnya terdapat banyak batasan ataupun. definisi yang berkaitan dengan
“kebijakan publik”.

Antara‘lain, pendapat Kleijn, bahwa kebijakan publik ‘merupakan tindakan
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secara; sadar dan sistematis, dengan memakai:sarana-sarana yang sesuai dengan
tujuan politik tertentu, yang dilakukan ‘secara bertahap.®

Lain: halnya: menurut Robert Eyestone yakni : Secara luas kebijakan publik
dapat . _didefinisikan . sebagai _hubungan suatu . unit pemerintah dengan

lingkungannya.' Definisi ini‘mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang
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Sedangkan menurut Thomas R.Dye : kebijakan publik adalah apapun

yang -menjadi ' pilihan “pemerintah "untuk “melakukan ' atau ' tidak ' melakukan
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sesuatu®, Definisi inilah. yang. bisa dianggap :agak tepat, .namun hal ini kurang

memberikan perbedaan ' yang ‘jelas ‘ini “antara apa yang “diputuskan oleh

pemerintah.

- Jazim: Hamidi, dkk.: Teori. dan: Politik Hukum. Tata Negara, (Yogyakarta : Total
Media,2009), 309.

2 Ibid, him. 310.

% \Robert -“Eyestone,/ The :Threads: of  Policy | A Study -in - Policy ‘Leadership.
(Indiana-Polis ;. Bobbs Merril,1971),,.him:18.

* Thomas R.Dye, Understanding Public Policy. Second Edition.(Englewood CIiff,
N.J: Prentice- Hall 2nd 'ed,1975)-, him.1.
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Berbeda: dengan. . pendapat - Richard: Rose | bahwa. kebijakan.  adalah
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serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan dengan_konsekwensi
mereka ' yang: | bersangkutan, daripada sebagai 'suatuc putusan - tersendiri®.
Pandangan .ini beranggapan. bahwa ‘kebijakan_publik bukan sekedar keputusan

saja, melainkan juga merupakan pola kegiatan pemerintah.
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Menurut Budi-winarno -hanya pendapat Carl Friedrich' yang mempunyai
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dimensi yang lebih luas, yakni beliau-memandang kebijakan sebagai suatu arah
tindakan' yang ' diusulkan' oleh’ seseorang, atau' kelompok' maupun''‘pemerintah
dalam ' suatu -lingkungan . tertentu yang, -memberikan hambatan 'dan..peluang
terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam

rangka' pencapaian 'suatu’ tujuan atau merealisasikan 'sasaran atau''maksud
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tertentu®.

Berkaitan dengan bentuk nyata dari Kebijakan Pemerintah, menurut Riant
Nugroho, ' yang -mengelompokkan kebijakan ipemerintah- menjadi~ '3 (tiga)
kelompok :

1. Kebijakan' yang- bersifat' makro atau -umum, ‘atau 'mendasar, yakni' berupa
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peraturan-perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No.10: Tahun

o
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2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Kebijakan' ‘publik ““yang' bersifat “meso-atau’ menengah, ' atau -peraturan
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pelaksanaan.: Kebijakan dalam arti .ini-dapat, berbentuk Peraturan. Menteri,

Surat Edaran, Keputusan -Bersama ‘antar menteri, ‘Gubernur, Bupati atau

Walikota;

4 \Richard-Rose: (ed), Policy Making in Gréat Britain; (London,: ‘Mac¢ Millan,;1969)
him. 79;
* Dalam Budi. Winarno, Kebijakan Publik Teori & Proses, (Jakarta: Media
Pressindo,2007), him. 17.
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3.-Kebijakan --publik -:yang  bersifat ~.mikro,- yakni| kebijakan yang - mengatur
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implementasi atau pelaksanaan dari kebijakan di atasnya. Adapun bentuk
kebijakannya berupa peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik: di'bawah
menteri yakni Gubernur; Bupati dan Walikota.?’

Kebijakan publik' ‘merupakan ‘suatuprogram pencapaian tujuan. - dari
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pemerintah-yang berujud tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah secara

3
ﬁ"!

bertahap. untuk mencapai suatu tujuan tertentu.*®

Sebagaimana“dinyatakan olehPhilipus'' M.Hadjon, ‘bahwa ~: “Peraturan
kebijakan bukanlah peraturan. perundang-undangan. Badan-yang mengeluarkan
peraturan-peraturan _kebijakan /n casu tidak mempunyai wewenang - untuk

membuat ' peraturan (wetgevende bevoégdheid). Peraturan-peraturan kebijakan

| REPOSITORY.UB.AC.D |

juga tidak mengikat hukum secara langsung,: nhamun.memiliki relevansi. hukum.
Peraturan-peraturan “kebijakan “memberi “peluang kepada badan tata 'usaha
Negara; untuk 'menjalankan: kewenangan: pemerintahan yang -sah (beschikking
bevoegheid). Hal ini- harus dikaitkan, dengan kewenangan pemerintahan atas

dasar-penggunaan-descretionaire atau- freies ermessen, yakni- badan-atau pejabat
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tata | usaha. - Negara terkait, . merumuskan- - kebijakannya - -dalam . bentuk

o
i

Jjuridischeregel, sebagaimana halnya_peraturan, pedoman, pengumuman, surat

edaran 'yang'sekaligus 'mengumumkan kebijakan' itu, sebab 'kalau-tidak demikian,

| REPOSITORY.UB,ACID |

maka tidak.akan. ada. tempat untuk peraturan-peraturan kebijakan.. Peraturan

4 Riant | ‘Nugroho' " Dwidjowijoto, 'Kebijakan, Publik ~Untuk - Negara ' Negara

Berkembang, (Jakarta :-PT.Alex Media Komputindo, 2006), him, 31.
*8 Suhariningsih, 7anah Terlantar, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2009),
him.133.
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kebijakan , ini- disebut - sebagai - pseudi-wetgeving atau . peraturan: perundang-

[

undangan semu.
Berbeda ‘dengan istilah: kebijaksanaan  yang 'menurut : Muchsin. ‘adalah
tindakan sebagai wujud kewenangan; atau dengan kata lain kebijaksanaan hanya

mencakup produk kewenangan politik, bukan proses-pembuataan keputusan.*
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Berkaitan - -dengan,  kebijakan - (policy) r pertanahan,  ~menurut  Imam

J
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Koeswahyono : suatu kebijakan pada tataran nasional, regional dan: lokal,
dalam ' ''pengadaan-' ‘tanah ' “untuk™ - kepentingan' ' ‘pembangunan ' ‘wajib
mempertimbangkan produk hukum yang -akan:dihasilkan, maksudnya .- mengenai
ujud pewadahan /pengkaidahan kebijakan yang akan dibuat, dan kemana hukum

tersebut diarahkan; juga tentang variabel yang secara' signifikan-dapat merubah

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

hukum yang diberlakukan, - serta implikasi kebijakan yang.tidak demikian, dapat
dikatakan sebagai-kebijakan-yang tidak implementatif, otoriter,” tidak 'realistik,
terlepas dari nilai-nilai ‘keadilan dan etika berbangsa dan bernegara (principle:-of
good governance).>

Salah ~satu’ ‘macam - pembangunan- nasional ‘'yang- berkaitan ' dengan
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kebijakan ; pertanahan- -adalah program- transmigrasi, . semula - ‘Kebijakannya
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berorientasi pada Target Penempatan, namun kebijakan ini tidak memperhatikan
kualitas ' 'transmigran, 'akibatnya terjadi  ketidak 'sesuaian “antaratransmigran
dengan . lokasi yang:tersedia., . Transmigran. yang. didatangkan. kesuatu lokasi

kurang ‘'sesuai dengan kebutuhan pengembangan  wilayah ‘dan peningkatan

| REPOSITORY.UB,ACID |

kualitas 1 hidup: masyarakat 'lokal, baik ‘menyangkut adat ristiadat: dan-tradisinya

* Philipus M.Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction
7o The 'Indonesian- Administrative' Law); (Yoyakarta' : ~Gajah-Mada ‘University Press,
2002), him, 154,

0. Muchsin, . Membidik Kebijaksanaan.Tata. Guna Tanah.( Surabaya-: Dunia IImu,
1998), him.2.

' Imam Koeswahyono, Qp Cit, him. 13.
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maupun, . kompetensi: keahlian - dan  ketrampilannya.-, Hal -.ini  bersumber.. dari

[

orientasi target pemindahan, = sistem  penentuan transmigran_yang- tidak
didasarkan‘pada kompetensi dan: aspirasi masyarakat lokal.
Sebagai.dampak. dari sistem pemerintahan yang sentralistik-di Indonesia

pada“-masa Orde Baru, kebijakan tentang transmigrasi mempunyai “ciri: ‘yakni
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terpusat pada; perencanaan: yang top-down ‘dan standar.’ Setelah -reformasi,
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kebijakan yang. berciri sentral dan top-down menjadi tidak sesuai lagi, dan
karenanya diperlukan adanya perubahan sesuai asas otonomi' dan desentralisasi.
Namun dalam era reformasi. pemikiran. ke iarah perubahan -kebijakan masih
merupakan harapan (angan-angan) yang belum terealisasi.

Teori' Kebijakan “ini-'untuk menganalisis tentang pengertian " ‘pengaturan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

hukum - pengadaan :tanah untuk transmigrasi. . Karena. dengan . mengetahui
pengertian kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka dapat
menentukan pengaturan hukum mana yang dapat dijadikan pedoman dalam

menentukan kebijakan pengadaan tanah untuk transmigrasi.
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2.1.3 Teori Jenjang. ( Stuffen Theory)

4
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Hans Kelsen yang dikenal sebagai pencetus Teori Hukum_ Murni, juga
berjasa 'dan “diakui “sebagai 'yang ‘mengembangkan ' 'Teori' ' Jenjang '(Stuffen
Theory). Teori ini_ memandang, hukum.sebagai. susunan. norma, yang. berbentuk

piramida terbalik. Norma yang lebih rendah mendapat kekuatan dari norma di

| REPOSITORY.UB,ACID |

atasnya. Semakin tinggi suatu 'norma makin abstrak sifatnya, dan kebalikannya

semakin rendah posisinya akan_semakin konkrit sifatnya. Norma tertinggi yakni

°2 Anharudin, ed al, Membidik Arah Kebijakan Transmigrasi Pasca Reformasi,
(Jakarta:'Google,2010),-him.2.
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norma -yang - posisinya. . di -puncak . piramida, - Kelsen . .menyebutnya. . dengan
Grundnorm atau norma dasar.”

Teori ' tersebut ' dikembangkan: ‘olehHans' Nawiasky, 'salah" 'satu' murid
Kelsen.. Menurut . Nawiasky:. suatu norma hukum di..Negara. manapun: selalu
berlapis-lapis “dan berjenjang, norma yang di bawah ‘(lebih ‘rendah) berlaku,
berdasar dan-bersumber pada norma:yang: lebih tinggi dan ‘normar yang:lebih
tinggi berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang di atasnya. Begitu
seterusnya hingga-mencapai ‘norma tertinggi-yakni norma ‘dasar.

Selanjutnya. menurutnya, selain -norma. yang- berlapis-.dan: berjenjang,
norma hukum dalam_ suatu Negara juga berkelompok, pengelompokan norma
hukum tersebut' menjadi' 4 kelompok, yakni :

1. : Norma Fondamental Negara;

2. Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara;
3. Undang Undang Formal;

4, Aturan Pelaksanaan dan Aturan Otonom.

Jika dibandingkan ‘antara kedua ‘pendapat di atas, adalah:

Kelsen- tidak 'mengelompokan: antara ‘norma-norma -hukum.  Sedangkan
Nawiasky membagi norma hukum menjadi 4 kelompok yang berlainan.Kelsen
memandang' jenjang - norma-'secara umum, 'dalam.artian’ berlaku “bagi’''semua
jenjang (termasuk norma hukum Negara), sedangkan Nawiasky. membahas teory

ini secara lebih khusus yakni ‘dihubungkan dengan’Negara tertentu.”

>3 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Terjemahan Raisul

Muttagin '(Bandung: Nusamedia“&Nuansa, 2006),"him':/179.
> /Hans ~Nawiasky, | Allgemeine - Rechtslehre | als'/System = der - rechlichen
Grundbegriffe Einsiedeen.(Zurich /Koln : Benziger,; 1948), him :, 31.
Maria Farida Indrati S, ILMU PERUNDANG-UNDANGAN  1,(Yogyakarta:
Kanisius, '2007)-hlm -+ 47.
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Kelsen. «Staatsgrundnorm sebagai.-Norma Dasar -Negara -sedangkan

[

Nawiasky berpendapat bahwa-istilah tersebut tidak tepat, dan yang paling tepat
adalah Staatsfundament'norm.
Jika_dibandingkan diantara kedua . teori jenjang tersebut, baik menurut

Hans Kelsen ' maupun Hans Nawiasky, maka terlihat adanya cerminan dari kedua

BRAWIJAYA
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sistem’ norma-tersebut;, -dalam sistem-norma hukum Negara-Republik Indonesia.
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Dalam, sistem norma-hukum di Indonesia, Pancasila sebagai norma fondamental
Negara, 'yang 'merupakan ‘norma hukum- tertinggi-'yang secara berturut-turut
diikuti oleh.norma-norma berikutnya yakni-diawali: dari batang tubuh-UUD: 1945,
kemudian Ketetapan MPR, - serta hukum dasar tidak tertulis ~(konvensi

Ketatanegaraan) sebagai ‘aturan dasar Negara.’ Seterusnya- diikuti ‘dengan' 'UU,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Peraturan . Pelaksanaan..dan . Peraturan Otonom, . yang .diawali dari.Peraturan
Pemerintah(PP), KEPPRES, KEPMEN dan diikuti oleh peraturan pelaksanaannya
serta peraturan otonom:lainnya.

Sebagaimana- diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang -menentukan bahwa

kekuatan ., hukum- Peraturan  -Perundang-undangan- :sesuai - dengan. : hirarki

4
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni : (a) Undang Undang Dasar Negara
Republik ' Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945); (b)-Ketetapan MPR; |(c) Undang
Undang- (UU) ./ :Peraturan Pemerintah Pengganti, Undang.Undang (PERPU);. (d)

Peraturan' Pemerintah (PP); (e) Peraturan Presiden (PERPRES); (f) Peraturan

| REPOSITORY.UB,ACID |

Daerah/ (PERDA) Provinsi; (g) Perda Kabupaten/Kota.
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan' Perundang-undangan menjelaskan " tentang arti' kata Aierarki ', “yang

berarti penjenjangan-pada setiap jenis peraturan perundang undangan:yang-di
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dasarkan pada ‘asas: yang menyatakan. bahwa. peraturan. perundang undangan

[

yang lebih rendah tidak boleh bertentangan ‘dengan peraturan perundang
undangan yang lebih tinggi.
Menurut,; Sunaryati Hartono, :dalam proses perkembangan:hukum baru

tidak ‘semuanya bertentangan dengan hukum yang fama. Demikian pula dengan

BRAWIJAYA
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semua kaidah-nasional tidak -harus bertentangan dengan kaidah:hukum nasional.
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Karena dalam membina suatu masyarakat selalu ditemukan . syarat-syarat dan
nilai-nilai’ yang' harus’ dijadikan-pegangan- oleh 'semua ‘lingkungan-masyarakat.
Apalagi-dalam. proses; perubahan dari hukum: kolonial, menjadi-hukum. nasional,
yang diatur itu masyarakat Indonesia yang tunggal di kepulauan Nusantara juga,

maka. tidak mengherankan jika ‘nanti ada unsur-unsur 'yang ‘sama dalam Hukum

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Nasional, yang sudah-ada dalam Hukum Adat: maupun.dalam hukum kolonial.’®
Dalam Pasal 1"angka 2 UU No:12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang-menyatakan, bahwa;
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat
norma_hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang-ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.
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Jika _lebih_ dicermati  isi pasal . ini, . dari ;sudut pembuatannya atau
pembentukannya peraturan perundangan-undangan, ada 2 (dua) bentuk yakni:
1. Peraturan- Perundang-undangan-yang dibuat -oleh lembaga  negara,

yang bersifat /egislasi dan regulasi, . disebut .dengan Peraturan

| REPOSITORY.UB,ACID |

Perundang-undangan.

2. . Peraturan: Perundang-undangan. yang 'dibuat . oleh - pejabat, -yang

bersifat beschikking, disebut dengan Peraturan Kebijakan.

*® " Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional,

(Bandung: ‘Alumni;1991),him.14.
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Selanjutnya. pada . Pasal 8 ayat. (1) UU. No.12 Tahun- 2011 .tentang

[

Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan tersebut menentukan jenis
Peraturan Perundang-undangan:sebagai berikut

Jenis . peraturan.. perundang-undangan. .selain . sebagaimana .. dimaksud
dalam. Pasal 7 ayat (1) mencakup  Peraturan yang ditetapkan Majelis
Permusyawaratan - Rakyat dan- Dewan -Perwakilan - rakyat;~ Dewan' ‘Perwakilan
Daerah,; 'Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi; Badan: Pemeriksa Keuangan,
Bank_Indonesia, Menteri; Kepala Badan; Lembaga atau:-Komisi-yang. setingkat
yang dibentuk oleh Undang Undang; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Provinsi;
Gubernur; Dewan Perwakilan Daerah. Kabupaten / Walikota; Bupati / Walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat.
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Berikutnya Pasal 8 ayat (2) menyatakan:

Peraturan. perundang-undangan _selain. yang . disebut. dalam_ayat (1),
namun diakui . keberadaannya dan .. mempunyai kekuatan. hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang febih tinggr.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Dengan teori diatas, digunakan untuk menganalisis sinkronisasi-peraturan
perundang-undangan dalam mengatur tentang pengadaan tanah dan sertifikasi
hak atas ‘tanah ‘untuk transmigrasi. Hal ini'penting 'digunakan-karena banyak
sekali ‘peraturan- perundangan. khususnya. yang. berkaitan -dengan -pengadaan

tanah untuk transmigrasi, yakni : UUD 1945; UUPA; UU No.20 Tahun 1961; UU
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No.15 Tahun :11997; UU No.39 Tahun:1999; UU'No.32 Tahun'2004; PP’ RI"No:2

4
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Tahun 1999; Perpres No.36 Tahun 2005 jo No.65 Tahun 2006.

2.1.4.Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (HAM) yang dipahami sebagai hak-hak asli (alamiah)

manusia 'semenjak- ia-lahir 'ke dunia, ‘merupakan kenyataan sosial 'yang bersifat

| REPOSITORY.UB,ACID |

umum. . Dalam:perkembangannya telah. -mengalami. berulang, kali - perubahan
secara mendasar dengan keyakinan dan berbagai praktek sosial ‘dalam

lingkungan:masyarakat pada umumnya.
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Awalnya: HAM: hanya- berkembang- di Negara -maju;-bersamaan. dengan

[

perkembangan komunikasi -dan transportasi.- Indonesia sebagai Negara
berkembang, yang menjadi salah satu Negara anggota PBB' (Perserikatan'Bangsa
Bangsa) .. yang . berkewajiban . meratifikasi .. dan ; menerima . intrumen HAM

Internasional. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling mendasar ‘yakni
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s perlindungan; pemenuhan dan pemajuan asas hak asasi:manusia, karena tanpa
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hak tersebut identitas sebagai manusia akan berkurang/hilang. Oleh karenanya
satu tujuan- utama pembentukan negara ‘adalah melindungi- hak asasi ‘manusia
dari setiap pribadi masyarakat.>’

Sesuai dengan falsafah Negara Republik Indonesia yakni Pancasila dan

UUD 1945 serta 'sesuai' 'dengan budaya ‘bangsa Indonesia. ' Untuk ‘melengkapi

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pasal-pasal yang ada-dalam UUD 1945 khususnya yang berkaitan dengan HAM,
maka dibuat ketetapan MPR yakni Tap No.XVII[/MPR/1998 tentang ‘pemberian
tugas terhadap lembaga tinggi negara:dan- seluruh aparatur pemerintah untuk
menghormati; menegakkan dan menyebarluaskan pengertian mengenai HAM

kepada seluruh masyarakat.
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Teori-mengenai -hak asasi manusia, (HAM) pada awalnya: dikembangkan
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oleh John Lock, yang menyatakan bahwa di dalam diri manusia dapat ditemukan
asas-asas yang merupakan hak-hak aslinya 'yang tidak dapat diganggu'gugat.
Oleh karena. itu,. untuk. membentuk suatu.Negara yang.sejahtera, kekuasaan

tidak dipegang secara mutlak ‘dalam satu tangan dan perlu dibatasi, ‘agar tidak

| REPOSITORY.UB,ACID |

>’ Muchamad-Ali. Syafaat. Dinamika . Hak.Asaasi.Manusia -Dan-Kelembagaan

Negara Dalam Perkembangan Hukum Konstitusi Indonesia.(Malang : FH UB,Makalah
yang disampaikan pada Kuliah Tamu, tanggal-7-Mei 2010); him..3.

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

&




POSITORY.UB.ACID |

[

UNIVERSITAS

*/BRAWIJAYA

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

<
=
=
e
oc
(a8

UNIVERSITAS

4
iy

| REPOSITORY.UB,ACID |

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

&

49

terjadi -tindakan , sewenang-wenang; sehingga - hak-hak. .dasar .- warga. negara
terlindungi.’®

Pendapat ' ‘Scott ' 'Davitson dalam: menanggapi'/ pandangan ' John- lock
tentang hak alamiah;/ hak kodrati ini-memperlihatkan dua hal: Pertama,. individu
adalah 'makhluk otonom yang mampu melakukan' pilihan, dan kedua, keabsahan
pemerintah-tidak: -hanya bergantung - pada -kehendak ' rakyat,  tetapi- juga :pada
kemauan dan kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak kodrati individu
itu,*

Beberapa pakar tentang-hak asasi manusia, seperti. Maurice (Crariston dan

R.S. Downie, berpendapat bahwa hak asasi manusia terbatas pada hak sipil dan
politik, tidak ‘'mencakup ‘hak ekonomi ataupun kesejahteraan. Kebalikannya pakar
yang:lain seperi Alan Gewirth. dan Richard Wasserstrom berpendapat bahwa hak
untuk sejahtera sebagai manusia merupakan hak asasi, dimana kesejahteraan itu
mencakup’ pertimbangan ekonomi. Henry Sue, Raymond Plant, Harry Lesser dan
Peter Taylor-Gooby -berpendapat bahwa apa saja, yang di butubkan  untuk
bersubsistensi-atau untuk ‘mempertahankan-hidup adalah-hak asasi yang paling
pokok.*°

Terdapat perbedaan pandangan diantara para filsuf tentang hak asasi
manusia '(HAM) itu hanya hak sipil dan politik saja'atau termasuk hak' ekonomi
atau ' kesejahteraan tidak. hanya terjadi-pada. tataran teoritis,. melainkan. juga

terjadi dalam proses penyusunan instrumen hak asasi manusia pada Perserikatan

*8\/John  Locke' dalam “Hermien ‘Hadiati: Koeswadji, \Hukum Kedokteran {(Studi

tentang.Hubungan Hukum dalam. mana Dokter sebagai. Salah satu-Pihak), (Bandung, PT.
Citra Aditya Bakti, 1998). Him.3-4.

*9 Scott’ Davidson, 1994.Hak Asasi Manusia' Sejarah,’ Teori dan Praktek Dalam
Pergaulan' Internasional |, Terjemahan A.‘Hadyana Pujaatmaka; {(Jakarta, 'PT. Pustaka
Utama Grafiti,1994) . Him.. 38.

80" Carol .C.Gould, Demokrasi Ditinjau Kembali. Terijemahan, (Jogya, PT. Tiara
Wacana, 1993),HIim: 195.
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Bangsa-Bangsa. Negara. Negara, Barat yang dipengaruhi-filsafat individualisme
liberal, lebih ‘mengutamakan “hak-hak sipil dan politik. 'Mereka beranggapan
bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bukanlah’hak @sasi manusia.

Kebalikannya, . di . .negara-negara.. sosialis; 'yang. . dipengaruhi . ajaran
Marxisme '/ sosialisme dan negara-negara dunia ketiga' memandang bahwa tugas
utama 'Negara 'adalah - mensejahterakan masyarakat dengan: -aktif -mengatur
ekonomi, sosial dan. budaya. Karena itu hak ekonomi, sosial -dan budaya
merupakan-hak asasi yang paling utama.®*

Pandangan. yang dipedomani-oleh-para penganut. paham individualisme
liberal, menurut para penganut paham ini, hak asasi manusia adalah hak yang
dipunyai ' 'oleh- perorangan.’ Dan selama universalitas 'hak “asasi manusia ' itu
bermakna persamaan di depan hukum dari.semua warga.negara dan. tidak ada
diskriminasi serta tidak ‘ada ' warga negara yang diistimewakan dalam ‘menikmati
hak' asasi.manusia, maka hak asasi akan:terlindungi: Perlindungan: hak kolektif
merupakan hasil alamiah dari perlindungan individu-individu,®®

Para penganut paham ini' pada umumnya percaya bahwa hak-hak kolektif
akan| secara -otomatis terlindungi sebagai ‘hasil | dari . perlindungan . -hak-hak
individu. Sering diargumentasikan bahwa apabila setiap orang berhak atas
kebebasan, ' kebebasan “berkeyakinan: (memilih' 'agama), ‘maka semua ' 'anggota
komunitas, agama . cukup. terlindungi: \Namun :konsepsi :dan..argumentasi, paham

klasik tentang hak asasi ini dibantah kebenarannya.®

®1 Antonio Cassese, Hak Asasi Manusia di Dunia.Yang Berubah. (Yayasan Obor
Indonesia. 1994 )-HIm :-76.

62\ Boaventura' De:Sousa':Santos, dalam < Latief | 1 Fariqun | (2007) ~Pengakuan
Masyarakat, Hukum, Adat . Atas: Sumber Daya.Alam; ( Malang:Fakultas.Hukum. Universitas
Brawijaya, 2007). Him : 24.

63| atief Fariqun. bid, him.24.



51

POSITORY.UB.ACID |

Menurut Ian ‘Brownlie, pengakuan-terhadap hak-hak: kelompok biasanya

[

mengambil dua bentuk. Pertama, yakni suatu ketentuan yang berkaitan dengan
standar ' persamaan atau.otonomi non-diskriminasi, dan:kedua, yakni.jaminan
terhadap pemeliharaan identitas kelompok.

Pandangan’ paham klasik tentang hak ‘asasi ‘manusia- (HAM) 'ini “tidak

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

terbukti, baik: secara: teoritik, 'sebagaimana. pendapat Brownlie,, karena dalam
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kenyataannya bahwa, pembantaian kaum yahudi oleh. Hitler, untuk mencegah
munculnya“kembali Naziisme' di' Jerman, ‘dalam 'undang “undang dasar'Jerman
(Grundgesetz). telah:-mengadakan pembaharuan. .dalam; pengaturan--Hak -Asasi
Manusia (HAM) secara mendalam pada tanggal' 23 Mei 1949. Pemberantasan

etnik . Serbia 'Bosnia, dan 'pembantaian terhadap rakyat Palestina“oleh Israil juga

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

agresi ‘militer Amerika terhadap. Irak; ke3jadian .ini semua dapat. dijadikan . bukti
bahwa perlindungan terhadap-hak asasi ‘manusia secara individual tidak teratasi.
Dikarenakan motivasi kejahatannya bukan individu, tetapikelompok.

Namun. demikian, hendaknya, hak rakyat untuk memenuhi_kebutuhan
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dasarnya ‘yang 'seharusnya dianggap lebih-penting, yang disebut dengan hak

ekonomi ;, sosial dan:budaya.. Demikian pula di- Indonesia -masih banyak: rakyat

4
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miskin, maka . untuk menanggulanginya pemerintah salah satunya dengan
membuat program transmigrasi.
Konsep: hak asasi.manusia (HAM). yang, sebelumnya cenderung. bersifat

theologis, filsafati, ‘ideologis, ‘atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan

| REPOSITORY.UB,ACID |

bernegara dalam: konsep. modern akan: cenderung ke 'sifat: yuridis' dan politik,

karena _instrumen -HAM . sebagai -bagian -, yang ; menyeluruh -dan  hukum
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internasional.--baik- tertulis atau tidak - tertulis. . Bentuknya : dapat. berbentuk

[

deklarasi, konvensi maupun resolusi.®*
Berkaitan ' dengan’ 'hak -‘asasi.“manusia’ \(HAM). ‘yang ' awalnya ' hanya
dibicarakan. . di. .. negara-negara maju.. (barat), ; namun. . .dengan. . semakin

berkembangnya * transportasi - dan ' komunikasi - sedemikian ' “pesatnya, ' ‘maka
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Indonesia sebagai: negara berkembang, dan: sebagai  -anggota -Perserikatan
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Bangsa Bangsa harus menerima dan.meratifikasi instrumen hak asasi manusia
internasional, -~ sesuai-dengan falsafah Negara Republik Indonesiayakni Pancasila
dan Undang -Undang Dasar. 1945 serta - sesuai. pula dengan.budaya. bangsa
Indonesia.

Untuk = 'Indonesia ' 'disesuaikan''dengan' kebudayaan - Negara' ‘yang
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berdasarkan Pancasila. dan. UUD 1945. Hal. ini mutlak  diperlukan; karena akan
berkaitan - dengan- falsafah, - doktrin  'dan “wawasan bangsa Indonesia, " baik
individual ' ~maupun ' kolektif - - kehidupan- 'masyarakat: -yang berdasarkan
kekeluargaan, dengan_tidak melihat-moralitas. komunal, moralitas. institusional

maupun' ' moralitas- sipil- yang 'saling ‘menunjang ' secara “proporsional, ‘manusia
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disinil dipandang -sebagai pribadi; sebagai, makhluk sosial dan dipandang. sebagai

4
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warga  negara. yang. harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Baik hukum tertulis: atau tidak. tertulis,. . demi-menghormati-etika, moral

dan HAM orang lain, juga -hukum internasional tentang HAM ‘yang ‘telah

| REPOSITORY.UB,ACID |

diratifikasi' ~Indonesia. -1 Dan' yang ~menjadi kewajiban  ‘pemerintah ' adalah

menghormati, melindungi, menegakkan, dan-memajukan HAM yang, telah diatur

% Slamet Marta Wardaya, Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi nasional Hak Asasi
Manusia (HAM), (Bandung; Refika Aditama,2009); him. 6.
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dalam peraturan perundangan dan hukum-internasional HAM.yang telah diterima

[

oleh Indonesia.
Dalam: ' ‘jangka ‘panjang  politik-hukum ‘harus’ memanfaatkan ‘momentum
atas ;UUD. 1945 agar . mampu _mengelaborasi makna  konstitusionalisme yang

menegaskan perlindungan HAM' dan memberi 'batasan ‘'secara ketat terhadap
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penggunaan kekuasaan. Dan-dalam waktu dekat (jangka pendek), politik- hukum
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Indonesia harus mampu: secepatnya memberi . solusi atas .. kasus-kasus
pelanggaran 'HAM di‘masa’ lalu yang kini-bukan-hanya menjadi ‘persoalan hukum
tetapi yang-menjadi persoalan politik:®?

Politik hukum HAM di sini diartikan sebagai kebijakan hukum (/ega/ policy)

tentang HAM:“yang meliputi:kebijakan Negara, 'tentang bagaimana 'pembuatan
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hukum HAM guna membangun masa yang akan datang dengan lebih baik, yakni
kehidupan ‘Negara yang bersih’ dari' pelanggaran "HAM- yang “dilakukan" oleh
penguasa.’®

Dalam_Pembukaan - maupun -Batang Tubuh, UUD 1945, secara. tegas

menyebutkan-adanya prinsip-demokrasi dan pengakuan ‘serta perlindungan -HAM
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yang membuktikan bahwa Indonesia adalah-Negara hukum.®’

4
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Menurut Muladi, guna’ melakukan penegakan HAM terdapat unsur lain
yang sangat erat ‘kaitannya dengan ‘penegakan HAM!di“era globalisasi ‘adalah
budaya . hukum. .Budaya . hukum (kultur)- yang.. merupakan :salah: satu  unsur

penting yang perlu ditumbuhkan dalam masyarakat, karena ‘kalau tidak “akan
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mudah terjadi pelanggaran hukum di dalam masyarakat.®®

% Moh.Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,
(Jakarta: Raja Grafindo-Persada;2010),him 139.
66 ;
Ibid.
87 Ibid, him. 141,
8 Muladi, Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum_di Indonesia,
(Jakarta: The Habibie Center, 2002°), him. 29.
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Terlepas: dari-adanya- perbedaan pandangan tentang. hak asasi. manusia

[

dan sumber pembenarannya.  Perkembangan konsep hak asasi manusia telah
berkembang dalam waktu yang-tidak singkat.'Dengan berkembangnya: beraneka
perbedaan  tersebut,, secara. tidak - langsung . telah . mempengaruhi . konsep

pengakuan terhadap eksistensi hak-hak masyarakat adat.
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Penentuan -nasib . sendiri dalamkonteks masyarakat : adat kemudian
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dipahami tidak . termasuk pemisahan. diri, bernegara sendiri atau kedaulatan
politik. 'Karena 'itu-tuntutan penentuan nasib‘ sendiri 'masyarakat adat berfokus
pada hak atas tanah dan sumber daya alam.yang mempunyai hubungan.sejarah,
organisasi sosial yang otonom dan identitas budaya, yang semuanya sesuai

déengan kedaulatan: negara dimana mereka hidup.®’
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Dan. dengan;menggunakan teori tentang hak:asasi:manusia. tersebut,
khususnya - yang - berkaitan - dengan - hak-hak masyarakat adat" terhadap
penguasaan dan-pemilikan tanah adat (ulayat), akan sangat bermanfaat terkait

dengan pengambilan-(perampasan) tanah adat untuk transmigrasi.
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2.1.5.Teori Perolehan Hak Milik

4
iy

Teori perolehan hak milik dapat dikatagorikan dalam dua kelompok,
Perolehan 'hak milik ebso fakto'yakni perolehan hak milik'yang' berdasarkan fakta
yang terus menerus, sebagaimana yang tercakup.dalam beberapa teori di bawah

ini:
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1. Teori okupasi adalah-hak milik. yang diperoleh dari pendudukan tanah
tak bertuan (resnulius) atau tanah yang, belum dimiliki orang lain.

Tanah' tersebut ‘dibuka oleh ‘seseorang '/sekelompok-'orang dan

% Antonio Cassese, Hak Asasi Manusia Di Dunia yang Berubah, (Yayasan Obor
Indonesia, '1994) Him :-71.
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dikuasai- secara terus, menerus-dan-menjadi miliknya.- Perolehan, hak

[ RePOSITORY.UB.ACID |

atas tanah seperti ini disebut juga perolehan hak atas tanah secara
alamiah- (natural ‘aguision). Teori tersebut sesuai dengan:perolehan
hak milik menurut hukum adat di Indonesia.

2. Teori ‘Kerja, yang dikembangkan' oleh John ‘Locke.”Menurutnya hak

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

milik ' -dapat diperoleh dari-hasil: kerja ' seseorang, seseuai  dengan

3
ﬁ"!

perintah atau amanah dari Tuhan bahwa manusia diberi dunia dan
isinya~ ~untuk ' diusahakan, - dikuasai- ' dan ' ~dikontrol dengan
menanaminya, maka tanah tersebut-menjadi miliknya.

3. Menurut J.B.Cohen, definisi diatas disebut dengan teori Kreasi. Selain

dua 'teori ‘di “atas, 'menurut -Cohen ‘masih ada“ yang termasuk' dalam
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perolehan hak . ebso. pacto-adalah Teori Kodrat yakni.hak milik yang
langsung “timbul ‘dari’ kepribadian “‘manusia untuk “dapat hidup dan
melangsungkan | jenisnya, < manusia perlurymenguasai benda-benda
yang. ada-di_dunia termasuk tanah, ‘untuk dapat mengembangkan

diri.”®
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Lain-halnya dengan Perolehan.hak-milik -atas tanah::secara -ebso Juro

o
i

adalah perolehan hak milik atas tanah berdasarkan Undang Undang, sesuai

dengan 'yang-telah 'diatur' dalam peraturan ‘perundangan -antara lain'sebagai
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berikut :

1. " Ketentuan-ketentuan Konversi diatur -dalam ‘Undang Undang 'Pokok

Agraria.

<
L =
= g
n
5< " "Imam Soetiknyo, Politik Agraria Nasional . ; hubungan Manusia ~dengan
> o Tanah; (Y ogyakarta:-University Press; Gajah Mada);-him.13.
=
S0
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2. Keputusan:Menteri, Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan, Nasional

[ RePOSITORY.UB.ACID |

No.6 /1998 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah untuk tempat
tinggal.
3.. Keputusan:Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

No.5/1998 tentang. Perubahan Hak Guna Bangunan atau ‘Hak ‘Pakai
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atas 'tanah untuk: rumah- tinggal | yang dibebani 'Hak ‘Tanggungan

3
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menjadi Hak Milik.

4. Keputusan' ' Menteri ~“Negara - ‘Agraria/ Kepala' ~Badan - 'Pertanahan
Nasional No.9/1997 jis.N0.15/1997:dan N0.1/1998 tentang Pemberian
Hak  Milik “Atas Tanah untuk Rumah ‘Sangat Sederhana (RSS) dan

Rumah Sederhana(RS).
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Teori Perolehan. Hak Milik Atas. Tanah ini, sangat. berguna-dan. relevan
untuk-menganalisis mekanisme pengadaan tanah dan sertifikasi-hak atas tanah

untuk transmigrasi-dan pengalihaannya pada pihak lain:

2.1.6.Teori Kepastian Hukum
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Menurut:pandangan Gustav radbruch, mengenai kepastian hukum adalah

o
¢

merupakan salah satu nilai dasar dari hukum. Mengenai kepastian hukum yang

paling. penting 'adalah'Peraturannya, ‘terlepas ‘peraturan itu-adil-atautidak adil
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dan bermanfaat bagi-masyarakat atau-tidak.”*

Berbeda dengan pendapat Bagir Manan, kepastian hukum tidak selalu

sama_ dengan: keadilan, 'bahkan ada-kemungkinan saling: bertolakbelakang

dengan keadilan. Tetapi tanpa kepastian akan menjadi sangat subyektif karena

1. Radbruch, rGustay, .. . Infuhrung. .. in.die. Rechtswissenschaft ;- (. Stuttgart. :
K.F.Koehler, 1961 ), Dalam Satjipto Rahardjo, Zimu-Hukum ,( Bandung : Citra’ Aditya
Bakti, 2006),-hlim.19.
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sepenuhnya. tergantung pada. si. pembuat ketentuan -atau -yang.- mengendalikan

[

kepastian. Keadilan yang seperti ini dapat melahirkan ketidak adilan,”
Menurut' Theo 'Huijbers, tujuan: politik - ‘hukum bukan ~hanya menjamin
keadilan, juga menciptakan ketentraman hidup, dengan memelihara kepastian

hukum” ' kepastian “hukum “bukan menjadi’ tujuan-hukum, melainkan ' menjadi
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sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan ketentraman-akan diciptakan. Tidak
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mungkin. dapat. menciptakan keadilan dan ketentraman jika. kepastian hukum
tidak 'dijaga dengan baik. Dalamsuatu negara yang-kepastian ‘hukumnya terjaga
dengan baik, indikasinya adalah

1. Adanya perundang-undangan yang jelas;

2. Penerapan perundang-undangan dilaksanakan'dengan baik, oleh hakim 'dan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

petugas.hukum lainnya.’*
Sekalipun-antara kepastian hukum “dan efektifitas hukum tidak 'sama,
namun:antara keduanya' saling: berhubungan dengan erat (korelasi). Karena
kepastian hukum dapat terjamin jika-negara mempunyai penegak hukum yang

cukup-memadai ‘untuk memastikan terlaksananya perundang-undangan dengan
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baik.” - Kepastian hukum -jika berbenturan, -dengan -keadilan::yang: harus

4
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didahulukan adalah keadilan, karena kepastian hukum merupakan sarana untuk
mencapai keadilan.
Teori tentang kepastian hukum, berkaitan.erat dengan penulisan disertasi

ini, teori ini"sangat diperlukan karena sertifikasi tanah adalah ‘salah satu wujud
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dari kepastian-hukum:.

72 Bagir Manan,: . Sistem-Peradilan Berwibawa.Suatu Pencarian.,(Yogyakarta :
FH.UII, 2005), him.12.

73 “Theo' Huijbert, Filsafat Hukum, - dalam"-Abdul’ Rachmad Budiono;  Pengantar
Jimu Hukum,:(Malang : Bayumedia, 2005), him. 21.

7% Ibid, him..22.

> Abdul. Rachmad Budiono, Pengantar Iimu' Hukum, ( Malang : Bayumedia,
2005);-him. 23.
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2.2. KERANGKA KONSEPTIONAL

[ RePOSITORY.UB.ACID |

2.2.1.Kepentingan Umum
Kepentingan ‘umum dapat saja dikatakan untuk:-keperluan, kebutuhan
atau kepentingan bersama dari seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana diatur

dalam Pasal '1"ayat (5) Perpres No.36 Tahun 2005 jo No.65 Tahun 2006, 'yakni
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Kepentingan Umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.
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M.Solly - Lubis- menyatakan bahwa " Dalam ,istilah kepentingan umum
tersebut 'sudah ‘tercakup ‘seluruh peranan-dan-fungsi ‘pemerintah, baik ‘sebagai
political state, legal state maupun administrative state”.”®

Negara. sebagai political state pemerintah menjalankan empat fungsi

pokok, yakni':

| REPOSITORY.UB.AC.D |

1. i/memelihara ketertiban dan ketenangan. (maintenance: peace .and: order)
yakni-mengatasi gangguan - gangguan terhadap ketertiban, baik gangguan
yang -datangnya ‘dari ‘warga masyarakat; sendiri maupun dari ' sumber-
sumber lain.

2. ‘fungsi pertahanan-dan keamanan.
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fungsi.diplomatik.

~
7l
w

4, fungsi perpajakan.”’

Kuncara ‘Purbopranoto, “memerinci’ kegiatan '-!'kegiatan- yang 'memiliki

| REPOSITORY.UB,ACID |

aspek kepentingan.umum sebagai berikut:

1. Memelihara’ kepentingan' umum" yang khusus ‘'mengenai kepentingan

negara. Contohnya tugas pertahanan dan'keamanan:

76-M.,Solly: Lubis;: Hukum. Tata Negara, ( Bandung:;Mandar Maju,1992), him: 117.
7 Safri Nugraha, et all, Hukum Administrasi negara Center for Law and Good
Governance Studies,( Jakarta: Fakultas Hukum-UI, 2007),-him % ‘81.
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2. Memelihara. kepentingan, umum . dalam- arti - memelihara kepentingan

[

bersama warga negara. Contohnya persediaan sandang pangan,
perumahan dan kesejahteraan-sosial.
3. ' Memelihara kepentingan bersama.yang tidak seluruhnya dapat dilakukan

oleh-warga negara dalam bentuk bantuan negara. Adakalanya negara
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memelihara: seluruh kepentingan jperseorangan: Contohnya pemeliharaan

fakir miskin dan anak terlantar.
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Istilah “kepentingan 'umum menurut peraturan’ 'yang- pernah’ dan' masih
berlaku- di . Indonesia, -antara  lain sebagai .mana distur, dalam. UUPA, Pasal 18
kepentingan umum adalah kepentingan bersama dari rakyat, negara dan bangsa.

Menurut'~UU > No0.20- Tahun1961,  kepentingan -umum* adalah’' untuk
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kepentingan bangsa: dan negara, serta kepentingan bersama dari-rakyat, juga
kepentingan pembangunan.
Menurut' “INPRES /No. -9 Tahun 1973 kepentingan: -umum adalah

kepentingan pembangunan. PERMENDAGRI No. 15 Tahun 1975 kepentingan
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umum adalah-kepentingan seluruh lapisan ‘masyarakat.

Menurut: KEPPRES  No.55 Tahun--1993, kepentingan. -umum: adalah

4
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kegiatan pemerintah untuk ‘kepentingan segenap. masyarakat, tidak - untuk
mencari'keuntungan.
Menurut PERPRES N0.36 Tahun 2005 yang dimaksud dengan kepentingan

umum adalah kepentingan sebagian besar ‘masyarakat dan kegiatan yang
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dilaksanakan oleh pemerintah, serta tidak untuk mencari keuntungan. Dan dalam
peraturan presiden tentang pengadaan tanah.yang, paling akhir yakni PERPRES
No.65- Tahun 2006, -kepentingan umum adalah’ kegiatan ‘pembangunan “yang

dilakukan pemerintah-tidak untuk mencari keuntungan.
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Ada beberapa batasan. kepentingan-umum, yakni:

[

1. Adanya kepentingan seluruh lapisan masyarakat;
2. Dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah;
3. (Tidak digunakan untuk mencari-keuntungan;

4. ‘Masuk dalam-daftar kegiatan yang telah ditentukan;
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5. Perencanaan- dan  pelaksanaanya ' sesuai, dengan Rencana Umum - Tata

Ruang Wilayah (RUTW)”,
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2.2.2.Konsep Pengakuan: Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat Berdasarkan Undang Undang.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, telah” ada berbagai kesatuan' sosial

yang beraneka' ragam, yang-masing-masing memiliki 'kebudayaan yang berbeda
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dengan. aturan-aturan..hukum yang: tertentu. pula; yang. selanjutnya. disebut
hukum  adat. Disamping pengakuan eksistensi hukum dan masyarakat hukum
adat _dalam' -penyelenggaraan - pemerintahan ;dan ' rperadilan; - politik - hukum

Pemerintahan Kolonial Belanda pada awalnya . telah mengakui_ _eksistensi
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masyarakat adat ‘dan’ ulayat -mereka." Terbukti dari-ketentuan pasal 62 RR dan

Agrarische Wet 1870,: pasal ini. melarang Gubernur Jenderal-untuk menyewakan

4
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tanah-tanah kepunyaan Rakyat Pribumi yang didapatkan dari hasil membuka
hutan, "'tanah ''yang~ 'digunakan untuk’ ‘penggembalaan ' ‘umum “atau’ tanah
kepunyaan desa.

Penyewaan atau pengambilan itu hanya dilakukan bila“digunakan untuk

| REPOSITORY.UB,ACID |

kepentingan umum. Bila' Gubernur Jenderal ‘memberikan -hak -erfpacht, -tidak

boleh sampai melanggar hak-hak rakyat pribumi.

8 M.Yamin Lobis,et all. Pencabutan Hak, Pembebasan, Dan Pengadaan Tanah .
(Bandung' : mandar Maju, 2011); him. 59-60.
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Agrarische - Wet . ini  diberlakukan. -pada -tanggal 9 -April. 1870, .namun

[ RePOSITORY.UB.ACID |

peraturan ini mendapat protes keras ‘dari para pemilik modal (pengusaha-
pengusaha): Belanda, karena 'peraturan tersebut’ dianggap  dapat memberikan
pengakuan dan; perlindungan terhadap. hak-hak atas tanah. yang dimiliki- rakyat

pribumi. 'Sehingga dapat ‘membatasi ' pemberian. hak opstal dan erfpacht dari
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pemerintah-untuk mereka:

3
ﬁ"!

Pada tanggal 20 Juli 1870 pemerintah kolonial Belanda memberlakukan
Agrarische “besluit- yang ‘dalam~ Pasal 1 ‘nya‘ mengadung pernyataan ‘domein
(domein verklaring) yang pada intinya. menyatakan bahwa :. Semua tanah-yang
tidak ~ bisa ~ dibuktikan ~ sebagai hak eigendom dan agrarische eigendom,

merupakan tanah' milik (domein) negara.

| REPOSITORY.UB.AC.D |

Peraturan. . tentang. domein . verklaring.. bukan . hanya. mementahkan
pengakuan - dan “perlindungan- hak-hak ‘atas tanah rakyat pribumi tetapi juga
merampasnya. - Dengan: demikian , ~tanah ' hak ' ulayat: -yang dimiliki - oleh

masyarakat hukum .adat menjadi tanah milik negara karena tidak termasuk
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sebagai ‘eigendom maupun’ agrariche ‘eigendom. Tanah hak-ulayat bisa menjadi

agrariche. eigendom 'apabila -pemiliknya. mengajukan: permohonan secara: resmi,

o
i

persetujuannya melalui keputusan Pengadilan.

Van'Vollenhoven -mengajukan 3(tiga) rekomendasi, yakni bahwa:

| REPOSITORY.UB,ACID |

1... . Pemerintah: - sebaiknya .. mengadakan. .. penyelidikan. . secara i~luas . untuk

mengetahui 'di mana’ saja-hak ulayat masih hidup. Jika hak itu masih hidup

maka harus diakui dan jika-hak itu-mengalami kerusakan, maka pemerintah

harus memperbaikinya.
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2.~ Kalau , -hasil-, -dari- - penyelidikan -ahli. .- menunjukkan --bahwa -perlu - ada

[

perencancanaan_atau penyesuaian, maka pemerintah harus melakukannya
tanpa ditunda‘lagi.
3... . Di; dalam_ praktek; pelaksanaan administrasi, para pejabat harus. melepaskan

prasangka-prasangka ' Eropa mereka.” Mereka 'harus ‘berusaha ' untuk
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memandang;institusi-institusi rakyat dari: sudut pandang orang ptibumi.”
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Rancangan undang-undang Cowan yang ditulis selama satu. tahun pada
tahun-1920 'itu adalah-rancangan terakhir - yang pernah'dibuat dengan ‘restu
pemerintah Belanda merealisasi-kodifikasi -dan -unifikasi.. Sejak: saat itu-tidak .ada
lagi usaha apapun_ yang dicoba di masa pemerintahan kolonial “itu - untuk

mengkodifikasi' maupun: mengunifikasikan hukum.®® ' Sampai saat kemerdekaan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Indonesia, hukum.yang. mengatur tentang. tanah bersifat dualisme. yakni bagi
golongan Eropa berlaku Kitab' Undang Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang
Undang Hukum :Dagang, sedangkan- untuk: golongan: pribumi-akan: diterapkan

hukum agama / adat, kebiasaan-kebiasaan dan_pranata-pranata sesuai dengan
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adatnya ' masing-masing.

Dengan -demikian .adanya pluralisme: thukum di. Indonesia’ sudah dapat

4
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dilihat gejalanya dan dapat ditanggapi secara formal. Masalahnya kemudian,
disatu- sisi ‘mengacu pada'apa-yangtelah-diatur dalam-UUPA, masih''banyak
pengakuan . yang .dapat . dikatakan - sebagai: .iktikat - baik, .. yang -belum . jelas

pengaturannya di tingkat lapangan. Selain itu jika diperhatikan secara sungguh-
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sungguh, pengaturan hak adat dalam UUPA masih'-mengandung berbagai makna.

<L
S
=
<L — 7% ¢Van  Vollenhoven, Inlandsch Grondbezit; idalam’ Soetandyo-Wignyosoebroto,
5 3 Dari Hukum.-Kolonial ke.Hukum Nasional, (-Jakarta:. PT. Raja Grafindo Persada,;1993),
[ him. 131.
L <L 8! 1B,
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Sehingga ketika pengaturan itu diterapkan, ke dalam berbagai: macam kelompok

[

masyarakat banyak menimbulkan kerugian.
Ketidak ' jelasan-ini: dapat memunculkan  kondisi: yang “memungkinkan
terjadinya penggusuran hak-hak masyarakat hukum adat. Baik karena. kekuatan

dan kekuasaan negara yang ‘berorientasi pada pengembangan kegiatan ekonomi

BRAWIJAYA
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yang kapitalistik, maupun dikarenakan tidak jelasnya pengakuan dan pengaturan

hak-hak adat itu sendiri.

J
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Tidak ada satu pasal ‘pun dalam UUD 1945 sebelum diamandemen tahun
2000 yang menyebut secara ekplisit, eksistensi-masyarakat hukum adat dan-hak-
hak mereka. Namun demikian , yang sering dihubungkan dengan pengakuan

eksistensi 'dan 'hak ulayat' masyarakat hukum‘adat adalah Pasal 18 UUD 1945

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(sebelum amandemen) dan: penjelasannya.
Adapun isi dari pasal ini adalah :

Pembagian Daerah ~Indonesia: atas daerah: besar- dan. kecil, dengan
bentuk -susunan. pemerintahannya ditetapkan- dengan: undang-undang. dengan
memandang dan mengamati dasar permusyawaratan dan sistem pemerintahan
negara dan hak-hak asal-usul dalam aaerah yang bersifat istimewa.
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Pasal ‘tersebut' sering dijadikan: ‘rujukan untuk menyatakan ' pengakuan

4
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terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum,adat.
Dalam Butir II'Penjelasan pasal 18 UUD 1945 dinyatakan bahwa:
Dalam teritorial; Indonesia terdapat 'lebih| kurang 250 Zelfbesturende

Lanschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negari di

Minangkabau, dusun-dan'marga Di Palembang dan Di' Sumatera Bagian'Selatan

| REPOSITORY.UB,ACID |

pada umumnya, termasuk Bengkulu. Daerah-daerah itu- mempunyai:susunan. asli
dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara RI'menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala
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peraturan negara.mengenai daerah-daerah. itu akan mengingat hak asal-usul dan

[

daerah tersebut.®
Demikian‘juga ' di' daerah Bengkulu, ' persekutuan tertinggi''' ‘pada
masyarakat Bengkulu.adalah “Marga”. yang. dikepalai oleh seorang kepala Marga

yang disebut “Pesirah” ‘Marga yang terdekat (sekitar) pasar disebut
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" Datuk; Pasar”, dan-untuk daerah kecil disebut "Dusun” kepala, dusun disebut
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dengan “Depati”. Di.daerah Bengkulu Marga . terdiri. dari beberapa. buah dusun
yang merupakan persekutuan rakyat yang ‘terkecil.®>
Dari-penjelasan-Pasal- 18 UUD 1945 nampak adanya pengakuan terhadap

eksistensi  Volksgemeenschappen, seperti desa ‘di Jawa dan Bali, negari di

Minangkabau, dusun-dan 'marga di Palembang 'dan’ Sumatera ‘Bagian' Selatan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

(SUMBAGSEL). . dalam . kaitannya dengan .. pembagian. . daerah.. dan. susunan
pemerintahan, dalam kaitan susunan asli-dan hak asal-usul dari masyarakat adat
diakui dan akan menjadi:bagian dalam susunan pemerintahan.

Menurut Penjelasannya Pasal .18 UUD 1945 mengatakan bahwa teritori

Negara Indonesia-terdapat ‘lebih kurang 250 'zelfbeturende' landschppen dan
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volksgemeenschappen: -Istilah , zelfbesturende - -landschappen -adalah- kata.  lain

4
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untuk  daerah-daerah swapraja. Sedangkan -istilah volksgemeenschappen
digunakan untuk-menunjuk desa'di Jawa dan' Bali, nagari di Minangkabau, dusun
dan ;marga .. di . Palembang. . dan rdaerah .:Sumbagsel. . termasuk. . Bengkulu.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 -, susunan yang asli merupakan

| REPOSITORY.UB,ACID |

ukuran utama untuk mengklasifikasi suatu daerah sebagai-daerah-istimewa.

8liSujamto, 1988, -Daerah Istimewa Dalam -Negara Kesatuan Republik Indonesia,(Jakarta:
BinarAksara, '1988), him.13-15:

82 Badan Pembinaan Hukum Nasional,. Monografi Hukum Adat Daerah Riau, Jambi,Sumsel,
Bengkulu, Lampung,-Buku-11 (' Bagian'5-dan 6); (Jakarta: Departemen’ Kehakiman, 1993), him: 2.
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Demikian: -pula; - mengenai pengakuan -eksistensi kesatuan: masyarakat

[

hukum adat dalam Pasal 18 UUD 1945 dan Penjelasannya adalah dalam rangka
susunan ' pemerintahan, ' dimana: masyarakat ‘adat diakuieksistensinya sebagai
kesatuan masyarakat-yang berhak mengurus urusannya. sendiri.

Sejak diterbitkannya Dekrit Presiden tanggal 5 juli-1959, Undang Undang
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Dasar 11945 - diberlakukan -kembali.. -Dalam . penyelenggaraan: pemerintahan

J
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Daerah, dikeluarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No.6 Tahun 1959
tentang Pemerintahan Daerah. Penpres inipun tidak mengatur ‘tentang eksistensi
kesatuan masyarakat-hukum-adat dalam pemerintahan.

Kemudian diganti dengan Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan' di' Daerah. Dengan UU ini ' kembali ke Pasal 18 UUD

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

1945,sebagai landasan hukumnya. Namun demikian undang-undang inipun.tidak
mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat dalam pemerintahan.
Dari: semua uraian diatas, terbukti ‘bahwa rsejak tahun 1945 sampai

dengan_tahun 1965, terjadi kecenderungan adanya politik hukum yang tidak
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mengakui-eksistensi kesatuan masyarakat adat seperti ‘'nagari, marga, huta, desa

dan |gampong, - pada -saat.. penyusunan, - undang-undang. itentang-. susunan

4
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pemerintahan negara, meskipun Pasal 18 UUD 1945 sebagai landasan
hukumnya.
Pada saat pergantian pemerintahan di:Indonesia dari pemerintahan.Orde

lama ke pemerintahan ‘Orde Baru pada tahun 1966, melahirkan politik hukum

| REPOSITORY.UB,ACID |

baru dibidang pemerintahan. Hal ini-dibuktikan' dengan berlakunya: WU -No.5
Tahun, 1974 tentang-Ketentuan Ketentuan Pokok Pemerintahan di-Daerah dan

UU' No.5 'Tahun-1979 ‘tentang- Pemerintahan ‘Desa. Pasal 18 UUD “1945 dan
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Penjelasannya. tetap ‘berlaku -sebagai dasar, penyelenggaraan. pemerintah daerah

[

yang bersifat otonom maupun administratif.
Bersamaan: 'dengan - 'konsepsi: dasar ' yang tercermin —pada’ dasar
pertimbangan tersebut, maka UU No.-5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

secara tegas’ menyatakan“ bahwa: “Undang  Undang ini "“mengarah “pada
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penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan Desa dengan corak nasional.®®

J
f‘é'.v

Desa. sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk. Sebagai
kesatuan ‘masyarakat termasuk-di dalamnya' kesatuan ‘masyarakat hukum-yang
mempunyai-. organisasi- pemerintahan: terendah. langsung-.di. bawah .Camat, dan
berhak menyelenggarakan- rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.®*

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Sifat .dan. kedudukan, desa sebagaimana, dirumuskan. dalam.UU No.5
tahun1979, menimbulkan tanda tanya tentang ‘bagaimana kedudukan nagari,
marga, dusun, ~gampong, ~dll. Dalam . Penjelasan ' UU:-No.5 Tahun :1979
memberikan penjelasan sebagai berikut :

Undang-undang-ini ‘'sesuai dengan-UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-
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pokok | Pemerintahan di, Daerah, dan-Ketetapan- MPR- No.IV/MPR/1978 . tentang

4
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Garis Besar Haluan Negara, hanya mengatur desa dari segi pemerintahannya.
Undang 'undang “ini tetap’mengakui adanya' kesatuan' masyarakat termasuk di
dalamnya masyarakat hukum, adat-istiadat.dan kebiasan-kebiasaan yang masih

hidup sepanjang kelangsungan pembangunan danketahanaan nasional. Oleh
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karenanya yang dimaksud dengan pemerintahan desa dalam undang-undang ini

8. penjelasan. Umum angka 4, UU-No.5 Tahun.1979 tentang Ketentuan Ketentuan
Pokok Pemerintahan di Daerah.
8% Pasal 1 huruf'a UU No.5 Tahun 1979.
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adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan

[ RePOSITORY.UB.ACID |

oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah camat.
Dari:penjelasan tersebut terbukti bahwa :
a... UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, hanya mengatur desa dari

segi pemerintahannya.
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b. Pengertian: Desa dalam undang-undang: ini;adalah organisasi pemerintahan

3
ﬁ"!

yang terendah. langsung di. bawah Camat yang memiliki. ‘hak
menyelenggarakan - rumah -~ tangganya: ‘‘Hak “/ini " “bukan - hak" " otonomi
sebagaimana- diatur.. dalam-.UU -No.5 Tahun 1979, tentang Pokok :Pokok
Pemerintahan = Daerah. -Sedangkan kelurahan = merupakan organisasi

pemerintahan ‘terendah ‘langsung “di “bawah ' Camat, namun ‘tidak berhak

| REPOSITORY.UB.AC.D |

menyelenggarakan rumah tangganya.
¢. “Undang-undang 'ini* tetap ‘-mengakui- adanya kesatuan masyarakat hukum,
adat istiadat dan kebiasan-kebiasan yang masih hidup-sepanjang: menunjang

kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional.
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Sebagaimana ‘diuraikan “di atas, meskipun ‘UU No.5 Tahun' 1979 “tidak

mengatur tentang- desa. sebagai suatu. kesatuan masyarakat:atau persekutuan

o
i

hukum, melainkan hanya mengatur desa dari segi pemerintahannya saja. Namun

demikian “UU “ini- tetap-mengakui adanya ‘Kesatuan' masyarakat ‘hukum, “adat

| REPOSITORY.UB,ACID |

istiadat . dan.._kebiasaan-kebiasaan yang. masih . hidup. .di. tengah . -. tengah

masyarakat.

Akibat tidak diakui dan diaturnya tentang eksistensi kesatuan masyarakat

hukum _adat -dan -hak-haknya dalam _sistem Pemerintahan -Desa, pada
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implementasinya . -UU: - No.5-. Tahun: > 1979.. khususnya. . tentang 'pelaksanaan:

[

Pembentukan, Pémecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.®
Hal“ini: ' menjadi- pemicu: penghancuran:_secara' sistematik: dan-struktural
terhadap . eksistensi rmasyarakat hukum. adat dan hak-hak: mereka. Sebelum

berlakunya UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, masyarakat hukum
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adat ' ditempatkan- sebagai kesatuan: masyarakat yang otonom. dalam sistem

J
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pemerintahan desa. Dan eksistensi kelembagaannya serta hak-haknya diakui.
Namun' 'setelah' ‘berlakunya “UU" tersebut; -hak-hak- dari- kesatuan- ‘masyarakat
hukum adat menjadi-hilang atau. tidak diakui, karena tidak. dimasukkan. ke dalam
sistem pemerintahan desa. Sistem tersebut membuat kesatuan  masyarakat

hukum ‘adat tidak' lagi-menjadi subyek-hukum, di'dalam kehidupan sosial desa,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem pemerintahan
pada masa reformasi, terjadi perubahan besar yakni pada tingkat UUD terjadi
amandemen rbeberapa ‘kali. ‘Pasal 18 /(lama) dan penjelasannya dihapus, dan

diganti dengan pasal-baru yakni : Pasal 18 ; 18A ; 18 B. Pasal tersebut mengatur
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tentang ‘'susunan-pemerintahan ‘daerah. Dengan berlakunya-pasal ini khususnya

Pasal 18 B berkaitan dengan-eksistensi. masyarakat hukum adat-dalam susunan

4
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pemerintahan daerah. Pada ayat (2) dari pasal ini- menyatakan :

"Wegara ~mengakui ‘dan. menghormati ' kesatuan-kesatuan 'masyarakat
hukum adat: beserta hak-hak tradisohalnya. sepanjang masih hidup: dan sesuai
dengan.. perkembangan.. masyarakat : dan. prinsip . Negara.. kesatuan.. Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pengakuan-terhadap-eksistensi-dan-hak' ulayat' masyarakat-hukum-adat

| REPOSITORY.UB,ACID |

sudah dicantumkan sebagai: salah satu.dasar pertimbangan pembentukan: UUPA,

yakni : dalam dasar pembentukan huruf C yang menyatakan bahwa hukum

85/pasal 2 UU No.5 Tahun '1979.
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agraria -tersebut . mempunyai. sifat dualisme,: .dengan, berlakunya hukum - adat

[

disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat.
Pengakuan: terhadap - subyek dan‘obyek  hak' atas:tanah ulayat ‘tidak
terlepas. dari_kebijakan politik pemerintah yang berkuasa, sekalipun-dalam Pasal

18.B UUD 1945 menegaskanbahwa:
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(1) Negara. mengakui dan menghormati-satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat-khusus.atau bersifat istimewa yang.diatur dengan. undang
unaang.

(2) Negara ~mengakui “dan~ menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta ‘hak-hak tradisionalnya-sepanjang masih hidup dan
sesuai-dengan perkembangan. masyarakat dan prinsip Negara: Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur-dalam undang-undang.
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Dari’ pernyataan di atas dapat diartikan bahwa UUD 1945 bahwa

pemerintahmengakui 'adanya ™ kesatuan dari  masyarakat -hukum"adat”, ‘yang
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bersumber dari.sistem budaya. bermacam kelompok: masyarakat. yang . tercakup
dalam teritorial Negara Republik Indonesia. Pengakuan 'ini tidak terbatas hanya
pada keberadaan: lembaganya: saja, melainkan = mencakup - aspek- struktur,

mekanisme dan peraturannya, serta berbagai hak dan kewajibannya yang
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terdapat dalam sistem kelembagaan tersebut.

Masyarakat adat, . dengan. susunan -asli itu -memiliki - wujud kelembagaan,

4
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tatanan serta hak dan kewajiban yang khas, 'yang berbeda dengan wujud
kelembagaan,- tatanan ‘serta' hak dan—kewajiban" yang. berada “di luar' daerah
kesatuan yang dimaksud.®®

Mengenai “pengakuan- terhadap hak-hak masyarakat ‘adat™ diperkuat
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dengan adanya Pasal 28 I ayat (3) 1945 'yakni:
Identitas budaya dan hak -masyarakat tradisional .dihormati selaras

dengan perkembangan jaman dan peradaban.

% Yando R.Zakaria, Peluang dan Hambatan Hak-hak Masyarakat Adat Dalam
Sistem’ Pengelolaan SDA.' (Majalah Indisc Edisi I1I;1998), tentang SDA.
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Hal . ini + juga: -dapat ., dilihat; dari politik. penyusunan, -UUPA . sebagai
pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,yang didasarkan pada hukum
adat.’” r Pelaksanaan' dari Hak Menguasai Negara 'sesuai'dengan: Pasal 2 ‘ayat (2)
UUPA,, dalam  kehidupan . berbangsa. . dan . bernegara . sering. salah - dalam
mengartikannya.” Walaupun “dalam konsideran, batang tubuh dan’ ‘penjelasan
UUPA | telah -diuraikan  mengenai -hak -menguasai negara, -namun . dalam
implementasinya selalu dikaitkan dengan Pasal 6 dan 7 UUPA.% Sehingga
menimbulkan-kesan ‘bahwa ‘negara sebagai- pemilik-tanah, ‘dikarenakan hampir
tidak' ada  perbedaan: antara hak menguasai:dan hak memiliki,. demikian juga
pada penetapan fungsi sosial-dan kriteria kepentingan umum yang ditetapkan
oleh pemerintah secara sepihak.

Selanjutnya dalam Pasal 3 UUPA menyatakan. bahwa :dengan mengingat
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA, pelaksanaan Hak Ulayat
dan hak-hak: yang “serupa;.itu dari::masyarakat-masyarakat: hukum -adat,
sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga
sesuai’ dengan' kepentingan “nasional “dan-negara, ‘berdasarkan -atas - persatuan
bangsa-serta tidak boleh bertentangan. dengan -undang-undang-dan peraturan-
peraturan yang lebih tinggi.

Sehubungan ‘dengan reformasi-dan tuntutan ‘'masyarakat adat terhadap
hak. ulayatnya, maka pemerintah, menerbitkan Peraturan. Menteri Agraria / Kepala

Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian

87 pasal’5-UUPA : Hukum agraria yang berlaku'atas bumi, air dan ruang angkasa
ialah ‘hukum: 'adat, ‘sepanjang ‘tidak bertentangan  dengan: kepentingan ‘nasional ‘dan
Negara;, - yang -berdasarkan ,atas. persatuan- bangsa,. dengan ; Sosialisme. Indonesia. serta
peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan
perundangan 'lainnya, “segala’'sesuatu dengan ‘mengindahkanpada“unsur-unsur-yang
bersandar pada:-hukum-agama.

8 pasal 6:UUPA:: Semua. hak atastanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 7 UUPA : Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan-dan
penguasaan tanah-yang 'melampaui-batas tidak-diperkenankan:.
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Masalah, :Hak -Ulayat Masyarakat Adat (Permenag /i Kepala. BPN No.. 5 Tahun

[

1999). Peraturan tersebut diharapkan dapat melindungi hak ulayat, hamun justru
secara tidak 'langsung’ berusaha' secara sistematis mengaburkan: hak ulayat itu
sendiri. Hal ini dapatdilihat dalam Pasal 1 ayat (1) yang bunyinya

"Hak ulayat dan ' yang ‘serupa-itu dari' masyarakat hukum adat: untuk
selanjutnya- disebut ‘hak Ulayat-adalah kewenangan. yang menurut-hukum: adat
dipunyaloleh. masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah. tertentu yang
merupakan . lingkungan.- hidup. . para rwarganya- untuk- mengambil imanfaat. dari
sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah, tersebut, bagi kelangsungan
hidup dan~ kehidupannya -yang timbul ~dari- hubungan secara lahiriah -dan
bathiniah, ‘turun-temurun’ ‘dan “tidak - terputus- antara' masyarakat-hukum- adat
tersebut dengan-wilayah yang bersangkutan.”
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Pendapat Hazairin tentang hak ulayat adalah hak atas seluruh wilayah

hukum adat 'yang bersangkutan, yang tidak pernah-akan dapat diasingkan-pada
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orang atau -kelompok-masyarakat lain, atau dicabut dari: masyarakat hukum-adat
yang bersangkutan, tetapi yang secara turun temurun tetap akan merupakan hak
kolektif 'masyarakat ~hukum adat ‘atas‘tanah )'seluas “wilayah "hukum ‘‘adat
tersebut.? Dari -uraian. di : atas. dapat- disimpulkan jbahwa. Hak- Ulayat .adalah

merupakan hak kolektif bukan - hak individual.
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Sedangkan: menurut- pendapat: 'Soetardjo 'Kartohadikoesoemo®® dalam

4
iy

Sunaryati. Hartono : bahwa menurut beliau Beschikkingsrecht . adalah hak kuasa
desa yang dalam-wilayahnya  (wewengkon) berhak untuk ‘mempergunakannya
buat kepentingan orang-di luar daerah; akan tetapi orang tersebut (asing) harus

membayar sejumlah uang (recognisi) yakni pembayaran sebagai pengajuan atas

| REPOSITORY.UB,ACID |

hak dari' pihak yang 'lain, atau sebagai'balas' jasa (bulubekti) kapada pihak

8 Dalam SunaryatiHartono,: PengaturanHak Ulayat di Dalam UUPA Yang Baru,”
Jakarta:. Jurnal Hukum Bisnis Vol..9,.1999), him. 15.

% Soetardjo Kartohadikoesoemo, “Desa, (Bandung: Penerbitan _Sumur,1965),
him.232.
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pemilik -hak- atas tanah-yang- dikehendaki.yakni desa. Karena: dalam- pengertian
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hukum adat tidak pernah bersifat mutlak atau absolut.
Dalam: perjalanan''sejarah, Pemerintahan’ Orde /Baru ' tidak® memelihara
keseimbangan. antara kepentingan perseorangan. dan  kepentingan. masyarakat

atau antara kepentingan masyarakat hukum-adat dan kepentingan negara secara

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

menyeluruh: - Kejadian -ini  sangat mengecewakan | bagi r putra-putra - daerah,

3
ﬁ"!

sehingga menimbulkan kerusuhan dimana-mana hampir di seluruh penjuru tanah
air,

Hal . -ini -, merupakan, ., perbuatan- - penyalahgunaan ;- wewenang - dari
Pemerintah ™ Pusat untuk menghapuskan keberadaan hak ulayat di daerah.

Akhirnya' pada tahun-1998' meledaklah kemarahan rakyat yang disuarakan oleh

| REPOSITORY.UB.AC.D |

mahasiswa_di.seluruh Indonesia. menuntut reformasi disegala; bidang,.termasuk
di bidang hukum-Agraria.

Sekalipun: ‘telah penuh perjuangan ' wuntuk rmendapatkan:: pengakuan
terhadap penguasaan. hak ulayat dalam peraturan perundangan, ternyata masih

juga ada peraturan perundangan yang mengingkarinya, antara lain:
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a.~ UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.Pasal 4 ayat (3) dan:Pasal 5 ayat
(3).

b. “UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pertambangan, Pasal
26.

C.' UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan‘Gas.

d.~ UU No. 18 Tahun 2004, tentang Perkebunan. Pasal 9.

o
i
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Hal ini_sangat. disesalkan, karena -hak-hak. adat, semestinya dilindungi oleh

pemerintah sebagaimana diatur ‘dalam UUD 1945 dan UUPA.

9t Muhammad _Bakri, ‘Hak Menguasai Tanah' Oleh Negara, (Yogyakarta: Citra
Media;2007), 'him:139.
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KETENTUAN HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK TRANSMIGRASI
DALAM
KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Hak Menguasai Negara (HMN)

Berangkat ‘dari ‘Hak ‘Menguasai' Negara' yang 'mengandung ‘pengertian,

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

makna dan substansi-kata atau istilah dikuasai oleh negara atau.hak menguasai
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negara yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan
bahwa 'bumi, -air: ‘dan kekayaan alam yang terkandung: di: dalamnya dikuasai
negara_dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya, kemakmuran rakyat. Hak

tersebut bersifat ‘ mengatur, mengurus dan-mengawasi dan-sekaligus memberikan
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kewajiban untuk-mempergunakannya. bagi. kepentingan umum-dalam-mencapai
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
merupakan- tujuan' yang'akan-dicapai -dalam ' 'penggunaan dan ‘pemanfaatan
tanah-tanah rakyat untuk pembangunan.- Tujuan tersebut. merupakan.amanat

UUD 1945 yang harus dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan.
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Sebagai dasar yuridis dari konsep Hak ‘Menguasai-Negara secara’ ekplisit
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telah disebutkan dalam. Pasal 2 UUPA ayat (1) yang menyatakan bahwa :
Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal yang
dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam

yang, terkandung di dalamnya, pada tingkatan -tertingg/ dikuasai. oleh

Negara, sebagal organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
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Asas. Hak . Menguasai- - Negara -atas tanah. .dan- bukan :Hak -Milik. Negara
sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3)UUD 1945, menurut
Maria S.W.Sumardjono mengenai Hak Menguasai'Negara jika dilihat dari.memori

penjelasan UUPA II.2 menyimpulkan. bahwa. dasar pikiran._yang dipergunakan
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mengenai , hubungan: langsung - antara. Negara - dengan -bumi, -air. -dan: ruang

[

angkasa yakni hubungan yang menganggap negara sebagai personifikasi seluruh
rakyat.?* Sebagaimana ‘pendapat Notonagoro ‘bahwa hubungan:Negara''secara
langsung dengan bumi, air dan ruang-angkasa, tidak sebagai subyek perorangan

dan tidak dalam kedudukannya sebagai- Negara ‘yang memiliki, akan tetapi

BRAWIJAYA
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sebagai’ negara -yang menjadi : personifikasi ' seluruh rakyat. -Sehingga dalam
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konsep ini Negara tidak terlepas dari rakyat, Negara hanya menjadi pendiri dan
pendukung-dari pada kesatuan - kesatuan rakyat.*?

Pendapat-ini diperkuat. dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi .No.001-
021-022/PUU-1/2003, dalam -pertimbangannya : Menimbang bahwa dengan

memandang 'UUD 1945 ‘sebagai-sistem sebagaimana dimaksud, maka pengertian
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" .dikuasai_.oleh  Negara, dalam Pasal 33. UUD, 1945 sebagai smengandung
pengertian yang ‘lebih tinggi atau lebih-luas dari pada pemilikan dalam konsepsi
Hukum: Perdata. ‘Konsepsi penguasaan:-oleh-Negara merupakan:konsepsi' hukum

publik yang berkaitan .dengan prinsip-kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui
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sebagai ‘' sumber, pemilik’ dan’ sekaligus ‘pemegang- kekuasaan' tertinggi' dalam

kehidupan, bernegara, sesuai-dengan doktrin ' dari rakyat, oleh rakyat -dan untuk

4
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rakyat’ dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian
kepemilikan’publik-oleh rakyat secara kolektif.
Dalam.. . pertimbangannya yang .. lain: - dinyatakan .. sebagai . berikut

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat dan uraian di atas, maka yang
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demikian, kalimat- “dikuasai oleh Negara” harus' diartikan ‘'mencakup makna

penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber. dan-berasal dari

%2. Maria:: SW.Sumadjono,. dalam -Mahfud ..MD,| Politik .Hukum Di. . Indonesia,
(Jakarta : Pustaka LP3ES, 1998), him.185.
%3 'Notonagoro, Ibid.
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konsepsi . Kedaulatan: rakyat. Indonesia . atas  segala. sumber , kekayaan -yang

[

terkandung di dalamnya, pengertian pemilikan publik oleh kolektifitas rakyat atas
sumber-sumber kekayaan'dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh
UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara (dalam hal ini:pemerintah) untuk

mengadakan “kebijakan ' (beleid) dan tindakan ‘pengurusan (bestuurdaad),
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pengaturan-  (regelensdaad), = pengelolaan: (behéerdaad) - dan -pengawasan

t.94
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(touzichthondendaad), untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakya

Negara (Pemerintah) ‘mempunyai kewenangan untuk-membuat kebijakan
tentang- Ketransmigrasian, . termasuk-pengadaan- tanah . dan- sertifikasi. hak - atas
tanahnya. Ini berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang bunyinya sebagai

berikut' 11\ Bumi,dan ' air dan ‘kekayaan alam'yang terkandung di-dalamnya
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dikuasai langsung oleh.negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran. rakyat,
Mengingat sifat UUD 1945 hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja,
maka_sebagai- peraturan pelaksana dari Pasal 33 ayat (3),: dibuatlah:'\UU-No.5

Tahun. 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok " Pokok Agraria (UUPA) yang
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diberlakukan' tanggal 24 September 1960.

Kewenangan 'negara -sebagaimana- telah- disebutkan- di- atas, -kemudian
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dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yakni : Hak menguasai Negara
termaksud dalam-ayat (1) pasalini memberi-wewenang 'untuk ':

a.- Mengatur dan-menyelenggarakan peruntukan, penggunanaan, persediaan.dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang.-angkasa.

b. -‘Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi,- air dan ruang angkasa.

c."Menentukan dan mengatur’ hubungan-hubungan hukum-antara orang-orang
dan - perbuatan-perbuatan. hukum -. .yang: -mengenal. -bumi, -air -aan  ruang
angkasa.
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% Perkara No.001-021-022/PUU-1/200